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PEDOMAN TRANSLITERASI 

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama 

(SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 

Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. 

1. Konsonan 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 

dilihat pada halaman berikut: 

Huruf arab Nama Huruf latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب 

 Ta T Te ت 

 S|a S| Es (dengan titik diatas) ث 

 Jim J Je ج

 H{a H{ Ha (dengan titik diatas ح

 Kha Kh Ka dan Ha خ

 Dal D De د

 Z|al Z| Zet (dengan titik diatas) ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es dan ye ش

 S{ad S{ Es (dengan titik di bawah) ص

 D}ad D{ De (dengan titik di bawah) ض

 T{a T{ Te (dengan titik di bawah) ط
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 Z}a Z{ Zet (dengan titik di bawah) ظ

 Ain ‘ apostrof terbalik‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف

 Qof Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 

apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’). 

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal 

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, 

transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 ــ  Fathah a a ـــَ

 ــ  Kasrah i i ـــِ

 ــ ُ  Dammah u u ـــ

Contoh:  

 kataba :   كَتَبَ  -
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 żukira : ذُ كِرَ  -

يَذْهَبُ   -  : yażhabu 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan huruf Nama  

َ  ي   Fathah dan ya ai a dan i 

َ  و   Fathah dan wau au a dan u 

Contoh:  

 kaifa : كَيْفَ  -

  laula : لَوْلَ  -

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang lambangnya dengan harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:  

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

َ  ا    ي   Fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas 

َ  ي   Kasroh dan ya Ī i dan garis di atas 

َ  و   Dammah dan waw Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

 qāla :  قاَلَ  -

 ramā :  رَمَى -

 qīla :  قِيْلَ  -

4. Ta' Marbutah 

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: 

1) Ta’ marbutah hidup 

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan 

dammah, transliterasinya adalah “t”. 

2) Ta’ marbutah mati 
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Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah “h”. 

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka 

ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”. 

Contoh: 

 raudah al-atfāl/raudahtul atfāl :  رَؤْضَةُ الَأطْفَالِ  -

 al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah :  الْمَدِيْ نَةُ الْمُنَ وَّرَةُ  -

 talhah :   طلَْحَةْ  -

5.  Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu 

huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.  

Contoh: 

 rabbanā : رَب َّنَا -

 nazzala :   نَ زَّلَ  -

 al-birr :  البِر  -

 nu’’ima : نُ عِ مَ  -

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:  

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung 

mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah 
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. 

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis 

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.  

Contoh: 

 ar-rajulu :  الرَّجُلُ  -

 al-qalamu : الْقَلَمُ  -

 asy-syamsu : الشَّمْسُ  -

 al-jalālu : الَْْلَالُ  -

7. Hamzah 

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku 

bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang 

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.   

Contoh: 

 ta’khużu :  تََْخُذُ  -

 syai’un :  شَيئ   -

 an-nau’u :  الن َّوْءُ  -

 inna :  إِنَّ  -

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. 

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim 

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, 

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang 

mengikutinya. Contoh: 

 /Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn : وَ إِنَّ اللهَ فَ هُوَ خَيُْْ الرَّازقِِيَْ  -

  Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn 
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 Bismillāhi majrehā wa mursāhā : بِسْمِ اِلله مََْراَهَا وَ مُرْسَاهَا -

9. Lafẓ al-Jalālah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya 

atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa 

huruf hamzah. Contoh: 

 dīnullāh : دِيْنُ الله -

 bīllāh : بِِلله -

10. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan 

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana 

nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf 

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

 /Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn :  الْْمَْدُ لِله رَبِ  الْعَالَمِيَْ  -

  Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn 

 Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm :  الرَّحْْنِ الرَّحِيْمِ  -

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf 

kapital tidak dipergunakan. Contoh: 

 Allaāhu gafūrun rahīm : اللهُ غَفُوْر  رَحِيْم   -

عًا - ي ْ  Lillāhi al-umūru jamī`an/Lillāhil-umūru jamī`an : لِلِِ  الأمُُوْرُ جََِ
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan merupakan aspek esensial yang tidak dapat dipisahkan dari 

kehidupan manusia. Melalui pernikahan, manusia dapat hidup berpasangan 

dan melanjutkan generasi dengan berkembang biak. Selain menjaga sisi 

biologis dan regenerasi, pernikahan mendatangkan tatanan kehidupan dan 

keluarga yang teratur dan penuh norma1. 

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang amat kokoh dan 

kuat. Oleh sebab itu pernikahan diatur sedemkian rupa dengan aturan yang 

rinci demi menjaga kelestarian manusia dan keteraturan dalam kehidupan. 

Posisi krusial pernikahan ditegas dalam Al Qur’an (QS An-Nisa [4]: 21) 

berikut ini: 

اخَذَْنََبعَضَْ َالِىَٰبعَضُْكمََُْافَضْىَٰوقَدَََْتأَْخذُوُْنهََوكََيفََْ ََغلَيِظْاًَم يِثْاَقاًَمنِكْمََُْو َّ

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu 

telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka 

(isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat2. 

Kata mitsaqan ghalizan dalam ayat di atas menunjukkan makna 

mendalam tentang posisi pernikahan dalam Islam. Wahbah Zuhaili 

 
1Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang 

Perkawinan Indonesia,” Perspektif 26, no. 1 (2021): Hal 48, https://doi.org/10.30742/ 

perspektif.v26i1.791. 
2Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Cordova, 

2018).  Hal 58. 
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menerangkan yang dimaksud dengan mitsaqan ghalizhan adalah ‘ahdan 

syadian yaitu perjanjian yang amat kuat yang mengikat seorang laki-laki dan 

perempuan dengan ikatan Kuatnya ikatan pernikahan dapat dilihat dari akibat 

hukum yang dilahirkannya. Seperti menghalalkan perbuatan yang semula 

haram, menghubungkan banyak orang dengan ikatan kekerabatan dan 

melahirkan berbagai hak dan kewajiban yang mengikat.  

Sebagai bentuk perhatian dan pengayoman bagi manusia, Islam telah 

menetapkan beberapa aturan terkait pernikahan. Salah satunya adalah rukun 

nikah yang wajib dipenuhi dan menjadi penentu keabsahan pernikahan. 

Jumhur ulama merumuskan 5 (lima) rukun yang harus dipenuhi dalam 

pernikahan yaitu3: 

1. Calon suami 

2. Calon istri 

3. Wali nikah 

4. Dua orang saksi 

5. Ijab dan kabul 

Secara umum, wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan 

perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Keberadaan 

wali nikah memegang peranan penting dalam rukun perkawinan, yakni sebagai 

pihak yang akan bertindak menikahkan calon mempelai wanita.  

Dalam fikih, terdapat beberapa jenis wali yang dapat bertindak dalam 

suatu akad atas seorang wanita. Di antaranya adalah wali nasab, wali hakim 

 
3 Wahbah Zuhaili, Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu (Beirut: Dar Fikr, 1985). Jilid 7,  Hal 21. 
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dan wali muhakkam. Tiga jenis wali tersebut merupakan rumusan para ulama 

yang dapat bertindak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. 

Wali nasab adalah wali yang menempati posisi utama untuk menikahkan 

lantaran terhubung secara nasab dengan seorang wanita. Terdapat beberapa 

persyaratan bagi seorang kerabat laki-laki untuk dapat menjadi wali nikah, 

pertama ia harus terhubung secara nasab kepada wanita yang akan dinikahkan 

melalui kerabat laki-laki, kedua tidak terdapat kerabat lain yang lebih dekat 

hubungannya dengan wanita tersebut, ketiga wali tersebut beragama Islam dan 

ke-empat atau terakhir wali nikahnya baligh dan mumayiz4.  

Selama wali nasab masih ada dan mampu bertindak sebagai wali, maka 

suatu akad nikah hanya dipandang sah jika dilaksanakan oleh wali nasab atau 

orang yang menjadi wakilnya. Suatu pernikahan yang tetap dilaksanakan tanpa 

kehadiran wali atau orang yang mewakilinya dipandang batal dalam syari’at, 

Sebagaimana penjelsan hadist Nabi Muhammad SAW berikut ini:  

ثنَاَ دَََُحدَ َّ هرْيِ َََِعنََََْموُسىَََبنَََِْسُليَمْاَنَََعنََََْجرُيَْجَ ََابنَََُْأَخْبرَنَاَََسُفْياَنََُأَخْبرَنَاَََكَثيِر َََبنَََُْمحُمَ َّ َعنََََْالز ُّ

ََ ََََعنََََْعرُْوةَ َََِرسَُولَََُقاَلََََقاَلتََََْعاَئشِةَ ه َََُصَل َّىََالل َّ ه َََِالل َّ مََََعلَيَهْ ماََوسََل َّ َموَاَليِهاََََإِذْنَََِبغِيَرَََِْنكََحَتَََْامرْأََة َََأَي ُّ

اتَ ََثلَاَثََََباَطلَِ ََفنَكِاَحُهاَ َََُبهِاَََدخَلَََََفإَِنَََْمرَ َّ لطْاَنَََُتشَاَجرَوُاََفإَِنَََْمنِْهاَََأَصَابََََبمِاََََلهَاََََفاَلمْهَْر ََفاَلس ُّ

ََُولَيِ َََّلاََمنَََْولَيِ َُّ  لهَ

 

Artinya: Telah berbicara kepada kami Muhammad bin Katsir, Telah 

 
4 Kharisudin, “Op Cit.” Hal. 49 
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menceritakan kepada kami Sufyan, Telah bercerita kepada kami Ibu Juraij, 

Dari Sulaiman bin Musa dari Az-Zuhri, dari ‘Urwah dari ‘Aisyah ia berkata 

bahwasannya Rasululah SAW bersabda : Wanita manapun yang menikah 

tanpa wali maka pernikahannya batal sebanyak tiga kali. Jika seorang laki-

laki telah menyetubuhi wanita maka wanita itu berhak menerima mahar 

dengan kejadian yang telah menimpanya. Dan jika para wali tidak berkenan 

menikahkan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali 

(HR Abu Daud 1784)5. 

 

Hadits di atas menjadi landasan bagi jumhur ulama untuk menetapkan 

wali sebagai rukun nikah dan menetapkan wali nasab sebagai prioritas utama 

untuk menikahkan seorang wanita. Selanjutnya jika wali nasab tidak 

ditemukan, berhalangan syar’i atau enggan untuk menikahkan, maka hak 

perwalian berpindah kepada pemerintah yang sah, atau petugas yang ditunjuk 

oleh pemerintah dengan sebutan wali hakim.  

Seandainya wali hakim tidak terdapat pada suatu daerah dan wanita yang 

akan menikah tidak memiliki wali nasab, maka ia dapat dinikahkan oleh wali 

muhakkam. Disematkan dengan nama wali muhakkam adalah seorang tokoh 

agama yang dipandang memiliki keilmuan mumpuni, adil, terhindar dari dosa 

besar dan diangkat oleh seorang wanita untuk bertindak sebagai wali atas 

pernikahannya. Pernikahan wali muhakkam hanya dapat bertindak jika wali 

nasab dan wali hakim tidak ditemukan dalam suatu negeri.  

Kehadiran wali muhakkam telah sunter diperbincangkan dalam 

perkawinan di Indonesia. Di tengah penertiban pencatatan perkawinan melalui 

jabatan penghulu maupun penghulu yang diberi tugas tambahan (Kepala 

Kantor Urusan Agama) yang tersebar di seluruh penjuru negeri, wali 

 
5Abu Daud, Sunan Abu Daud (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-’Alamiyah, 2009). Jilid 3: Hal 

153. 
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muhakkam masih eksis menikahkan calon mempelai wanita di beberapa 

daerah.  Eksistensi wali muhakkam dikhawatirkan merusak ketertiban 

pencatatan perkawinan yang telah diamanahkan kepada para penghulu.  

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak 

dikenal terminologi wali muhakkam. Baik dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) maupun Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 Tentang 

Catatan Pernikahan, hanya mengenal dua jenis wali. Pertama wali nasab yang 

terdiri dari laki-laki dewasa yang memiliki hubungan nasab kepada sang 

wanita dengan garis keturunan laki-laki. Kedua adalah wali hakim yaitu 

merupakan petugas negara yang ditunjuk melalui undang-undang dalam hal 

ini Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menjadi wali 

nikah jika wali nasab tidak ada. 

Sekalipun peraturan perundang-undangan telah mengabaikan eksistensi 

wali muhakkam di Indonesia, maka dalam kasus pertama keputusan penetapan 

Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Dum,  Hakim Pengadilan Agama (PA) Kota Dumai 

mengesahkan pernikahan dengan wali muhakkam. Hakim dalam perkara 

tersebut beralasan bahwa mempelai wanita (Marliana BR Tobing binti Saud 

Tobing) yang disebut sebagai pemohon II merupakan muallaf yang tidak 

memiliki wali nasab lantaran keluarganya belum memeluk agama Islam. Di 

sisi lain, pemohon II mengalami kesulitan ekonomi sehingga dipandang sukar 

melaksanakan pernikahan dengan wali hakim (Kepala Kantor Urusan Agama), 

demikian pula letak dan tempat domisili yang berjauhan dengan kantor 

Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, pernikahannya dengan wali muhakkam 
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dipandang sah dan sesuai syari’at Islam.  

Lebih lanjut, untuk memperkuat argumentasinya Hakim PA Kota Dumai 

mengutip kaidah fiqhiyyah yang berbunyi al-masyaqqah tajlibu at-taitsir 

(kesulitan atau keterbatasan dapat dijadikan pertimbangan untuk 

melonggarkan ketentuan yang seharusnya). Kesulitan ekonomi yang dialami 

mempelai wanita dan tempat domisili yang jauh dipandang sebagai alasan 

yang tepat untuk melonggarkan ketentuan wali hakim dan melaksanakan 

pernikahan dengan wali muhakkam.  

Namun, jika dikaji lebih lanjut ada kejanggalan dalam penetapan tersebut. 

Ketika pernikahan tersebut dilaksanakan (Kamis, 16 Januari 2015), 

pemerintah telah menetapkan  biaya pernikahan yang ringan. Melalui 

Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku di Kementerian Agama, biaya pernikahan berjumlah 

Rp.30.000,00. Lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat 1 peraturan tersebut meniadakan 

biaya pernikahan bagi calon pengantin yang kurang mampu. Ironisnya, untuk 

memproses permohonan itsbat nikahnya, kedua mempelai sanggup membayar 

Rp.130.000,00 kepada PA Kota Dumai. 

Penetapan kedua dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Dumai 

dalam penetapan nomor 63/Pdt.P/2023/PA.Dum dengan pemohon I Syurya 

bin Syafri dan pemohon II Mega br Sitompul binti Sondang Sitompul 

mengenai pernikahan kedua pemohon tersebut dengan berwalikan wali 

muhakkam. Adalah seorang tokoh agama bernama ustadz Abu Bakar.  

Majelis hakim mendalilkan bahwasannya kedua pemohon telah tinggal 
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bersama dan memiliki keturunan sebagai dalil utama bahwa pernikahan 

tersebut dapat dilegalkan. Di sisi lain, pemohon II merupakan muallaf dan 

keluarganya masih beragama non muslim, sehingga tidak mungkin menikah 

dengan  wali nasab.  

Argumentasi lain yang digunakan oleh majelis hakim adalah hadist nabi 

yang menyatakan bahwa perkara yang dipandang baik oleh umat Islam adalah 

perkara yang baik. Karena pernikahan ini dipandang baik oleh masyarakat 

sekitar dan tidak menimbulkan kontroversi, maka pernikahan tersebut dapat 

dilegalkan. 

Anehnya, majelis hakim dalam perkara kedua ini tidak menyinggung 

persoalan wali hakim yang merupakan urutan wajib untuk dilalui ketika wali 

nasab tidak ada sebelum wali muhakkam bertindak. Padahal jabatan Kepala 

KUA Kecamatan Dumai Timur tidak pernah kosong dan dapat terus bertindak 

sebagai wali hakim di wilayahnya.  

Dalam melaksanakan pencatatan pernikahan, Kepala KUA/Penghulu di 

Kota Dumai tidak mencatatkan beberapa pernikahan dengan wali muhakkam, 

sekalipun berdasarkan putusan Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan dalam 

aturan pencatatan perkawinan, bahwa wali yang dikenal hanyalah wali nasab 

dan wali hakim, dengan tidak mengakomodir wali muhakkam.  

Dari daftar perkara isbat nikah dengan wali muhakkam yang masuk pada 

Pengadilan Agama Kota Dumai, di rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 

2024 ada 22 perkara. Dari 22 perkara hanya 5 perkara yang dikabulkan oleh 

Pengadilan Agama Kota Dumai. Dari 5 perkara hanya 2 perkara yang tidak 
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dicatat oleh KUA di Kota Dumai. Sementara 2 perkaranya lagi dicatat oleh 

KUA di KUA Kecamatan Dumai Timur dan KUA Kecamatan Dumai Kota, 

itupun arahan atas arahan dan petunjuk Kepala Seksi Bimas Islam Kantor 

Kementerian Agama Kota Dumai dan Kepala Seksi Kepenghuluan Kantor 

Wilayah (Kanwil) Propinsi Riau, dan 1 perkara lagi belum di catatkan di KUA 

yang ada di Kota Dumai. Adapun daftar perkaranya sebagai berikut; 

DAFTAR PERKARA ISBAT DENGAN WALI MUHAKKAM 

TAHUN 2020 SAMPAI 2024 
     

NO NOMOR PERKARA 
TANGGAL 

PUTUS 
STATUS KET 

1 2 3 4 5 

1 77/Pdt.P/2020/PA DUM 15/12/2020 DITOLAK   

2 73/Pdt.P/2020/PA DUM 25/11/2020 CABUT   

3 64/Pdt.P/2020/PA DUM 21/10/2020 NO   

4 36/Pdt.P/2020/PA DUM 22/07/2020 CABUT   

5 6/Pdt.P/2020/PA DUM 10/03/2020 DITOLAK   

6 99/Pdt.P/2021/PA DUM 06/10/2021 DITOLAK   

7 82/Pdt.P/2021/PA DUM 07/09/2021 CABUT   

8 66/Pdt.P/2021/PA DUM 27/07/2021 KABUL  

9 64/Pdt.P/2021/PA DUM 27/07/2021 GUGUR   

10 63/Pdt.P/2021/PA DUM 27/07/2021 CABUT   

11 61/Pdt.P/2021/PA DUM 27/07/2021 CABUT   

12 57/Pdt.P/2021/PA DUM 27/07/2021 NO   

13 8/Pdt.P/2022/PA DUM 21/02/2022 GUGUR   

14 27/Pdt.P/2022/PA DUM 29/06/2022 KABUL  

15 2/Pdt.P/2023/PA DUM 24/01/2023 CABUT   

16 7/Pdt.P/2023/PA DUM 08/02/2023 CABUT   

17 8/Pdt.P/2023/PA DUM 08/02/2023 CABUT   

18 12/Pdt.P/2023/PA DUM 14/03/2023 CABUT   
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19 23/Pdt.P/2023/PA DUM 11/04/2023 KABUL 
SUMPAH 

SUPLETOIR 

20 63/Pdt.P/2023/PA DUM 07/11/2023 KABUL MUALAF 

21 13/Pdt.P/2024/PA DUM 27/03/2024 KABUL  

22 28/Pdt.P/2024/PA DUM 06/06/2024 NO   

          

Memperhatikan fakta ironis dan dampak mudharat pernikahan dengan 

wali muhakkam yang terjadi di tengah masyarakat Kota Dumai, penulis 

memandang perlu dilakukan kajian mendalam tentang kesesuaian pernikahan 

dengan wali muhakkam di Kota Dumai dengan Syari’at Islam. Di samping itu 

perlu dikaji sejauh mana dampak negatif yang ditimbulkan pernikahan dengan 

wali muhakkam terhadap keluarga para pengantin di Kota Dumai . Oleh sebab 

itu penulis merasa tertarik melakukan penelitian dengan judul “Persepsi 

Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan 

Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama 

(PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam” 

B. Penegasan Istilah 

Judul penelitian ini memiliki beberapa istilah dengan makna ganda dan 

kesamaan dalam beberapa tradisi. Oleh karena itu, penulis menegaskan 

beberapa istilah untuk memusatkan penelitian ini dan supaya tujuan 

penulisannya. Adapun penegasan istilah tersebut adalah : 

1. Persepsi dalam penelitian ini adalah istilah yang merujuk pada proses 

pengolahan informasi sensorik yang diterima oleh indra, sehingga kita 

dapat memahami dan menginterpretasikan dunia sekitar. 
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2. Penghulu adalah pejabat fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan dan 

mengesahkan pernikahan dalam agama Islam. 

3. Itsbat Nikah adalah proses pengesahan atau pengakuan sahnya sebuah 

pernikahan dalam agama Islam melalui proses di  Pengadilan Agama. 

4. Wali muhakkam adalah wali yang diangkat oleh mempelai wanita untuk 

bertindak sebagai wali atas dirinya dalam melaksanakan pernikahan 

dengan seorang pria. 

5. Perspektif Hukum Islam adalah cara pandang dan pemahaman tentang 

hukum yang berdasarkan pada ajaran dan prinsip-prinsip Islam, yang 

terdiri dari Al-Qur’an, As Sunah, Ijmak dan Qiyas. 

Penegasan istilah-istilah di atas, merupakan penjelasan awal dari judul 

penelitian yang penulis ajukan, agar menjadi atensi dan fokus penelitian dalam 

tesis ini. 

C. Identifikasi Masalah 

  Dengan mengacu pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, 

maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Latar belakang pengesahan pernikahan dan proses pelaksanaan 

pernikahan dengan cara wali muhakkam di Kota Dumai.  

2. Penggunaan wali muhakkam menimbulkan persoalan dalam pencatatan 

perkawinan; 

3. Putusan isbat nikah Pengadilan Agama menjadi dasar pencatatan, namun 

menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan penghulu; 
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4. Belum adanya keseragaman pemahaman penghulu KUA tentang 

kedudukan wali muhakkam dalam perspektif hukum Islam; 

5. Potensi ketidaksamaan pelaksanaan putusan isbat nikah yang berwali 

muhakkam  yang dapat mempengaruhi kepastian hukum masyarakat. 

D. Batasan Masalah 

Berpedoman pada masalah yang telah diidentifkasi, agar penelitian ini 

lebih terarah maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada “Persepsi 

Penghulu Kantor Urusan Agama Kota Dumai Tentang Pelaksanaan 

Putusan Itsbat Nikah Dengan Wali Muhakkam Pada Pengadilan Agama 

(PA) Kelas 1B Dumai Perspektif Hukum Islam”. 

E. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan pencatatan pernikahan Itsbat Nikah dengan wali 

muhakkam yang sudah mendapat putusan dari pengadilan Agama (PA) 

Kota Dumai? 

2. Bagaimana persepsi penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai 

tentang Itsbat Nikah dengan wali muhakkam? 

3. Bagaimana perspektif/analisis Hukum Islam terhadap persepsi penghulu 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Dumai tentang Itsbat Nikah dengan 

wali muhakkam? 

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Mengetahui pelaksanaan dan prosesi Itsbat Nikah wali muhakkam di Kota 

Dumai. 

2. Mengetahui persepsi penghulu tentang pengesahan  Itsbat Nikah wali 

muhakkam di Kota Dumai. 

3. Mengetahui analisis pengesahan  Itsbat Nikah wali muhakkam di Kota 

Dumai.ditinjau dari Hukum Islam. 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan di bidang 

hukum keluarga Islam. 

2. Menjadi salah satu rujukan masyarakat muslim Kota Dumai tentang sah 

atau tidaknya  pernikahan dengan Itsbat Nikah wali muhakkam  

3. Menjadi tambahan referensi bagi peneliti di masa mendatang tentang 

pernikahan dengan pengesahan  Itsbat Nikah wali muhakkam. 

G. Sistematika Penulisan 

Sebagai ikhtiar dalam mewujudkan penelitian yang fokus dan sistematis, 

perlu diterangkan terlebih dahulu sistematika penulisan yang akan 

dilaksanakan dalam penelitian ini. Adapun sistematika yang dimaksud 

merupakan pokok-pokok bahasan dari berbagai bab yang termuat dalam 

penelitian ini, yang penulis jelaskan dalam paparan berikut ini: 

BAB I, Pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, identifikasi 

masalah, batasan masalah,   rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II, Landasan Teoritis : Menguraikan kajian teori seputar itsbat nikah 

wali muhakkam yang terdiri dari kajian umum wali dan 

pengertiannya, dasar hukum wali sebagai rukun nikah, jenis-jenis 

wali. Selanjutnya dijelaskan pula tentang Itsbat Nikah dengan wali 

muhakam dan kedudukannya dalam hukum Islam dan hukum positif 

Indonesia. Kemudian Sebagai upaya memfokuskan kajian, 

dijelaskan pula teori Hukum Islam  yang menjadi perspektif dari 

penelitian ini. Tinjauan Penelitian Relevan dan gambaran umum 

tentang Kota Dumai  

BAB III, Metode Penelitian : Berisi Metode Penelitian, Jenis Penelitian, 

Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, dan Teknik Analisi Data. 

BAB IV, Pembahasan : Berisi tentang pelaksaan Itsbat Nikah dengan wali 

muhakkam di Kota Dumai, persepsi penghulu tentang Itsbat Nikah 

dengan wali muhakkam di Kota Dumai dan Tinjauan 

Perspektif/analisis Hukum Islam  terhadap Itsbat Nikah dengan wali 

muhakkam. 

BAB V, PENUTUP Berisi tentang kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Wali 

1. Pengertian Wali 

Wali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang 

menurut hukum (agama, adat) diserahi kewajiban mengurus anak yatim 

serta hartanya, sebelum anak itu dewasa. Selain itu bagi orang yang 

menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak atau pengasuh 

pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji 

nikah dengan pengantin laki-laki): karena ayahnya telah meninggal, maka 

kakaknya yang menjadi pengganti untuk menikahkan anak perempuan 

itu.6 

Secara bahasa, wali bisa berarti pelindung, bisa juga berarti 

pertolongan (nusrah), bisa juga berarti kekuasaan (sultan) dan kekuatan 

(qudrah) 7. Ini berarti, seorang wali adalah orang yang menolong atau 

orang yang memliki kekuasaan. “Wali adalah seseorang yang karena 

kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang 

lain, sedangkan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak 

atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah8. 

 
6Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi V, Jakarta: 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia bekerja sama dengan PT Gramedia Pustaka Utama, 2016, Hal. 1556. 
7Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adillatuhu , Abdul Hayie al-Khatani, et al, Jilid 9, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), Hal 178. 
8 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Kencana, 
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Arti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya dapat disesuaikan 

dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan 

ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu yang sesuai dengan poin b. 

Sebagian ulama’, terutama dari kalangan hanafiyah, membedakan 

perwalian pada urusan khusus ke dalam tiga kelompok, yaitu: a) 

Perwalian terhadap jiwa (al-walayah an-nafs),  b) Perwalian terhadap 

harta (al-walayah ‘alal mal),  c) Perwalian terhadap harta dan jiwa 

sekaligus9. 

Secara istilah, yang dimaksud wali adalah sebagaimana pendapat 

fuqaha’ yaitu seseorang yang  memiliki  kekuasaan  untuk melangsungkan  

suatu perikatan (akad) tanpa harus adanya persetujuan dari orang (bawah 

perwaliannya) 10.  

Rasio menetapkan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan 

penuh dalam bertindak, dan tidak ada seorangpun baik yang memiliki 

hubungan kekerabatan dekat maupun jauh dengannya memiliki 

kekuasaan atas dirinya dan memaksanya. Persoalan pernikahan, baik dia 

masih perawan atau janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga 

lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak. Ia tetap 

mempunyai hak yang sama dengan kaum lelaki. 

Secara etimologis ‘wali’ mempunyai arti pelindung, penolong, atau 

 
2006),  Hal 69. 

9 Hasbi As Siddieqy, Hukum-Hukum Fikih Islam Tinjauan antar Madzhab 

(Semarang: Pustaka Rizki, 2001), Hal 103. 
10 Hasan Muarif Ambary, et al., Ensiklopedia Islam, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 

Hal 243 
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penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain: 

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. 

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki). 

c. Orang saleh (suci) penyebar agama. 

d. Kepala pemerintah dan sebagainya11. 

Uraian wali di atas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan 

konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu 

sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan 

ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan tidak 

sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat dialihkan 

kepada orang lain. 

Uraian di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan adalah 

orang yang berhak menikahkan seorang perempuan yang diurusnya 

(maula) apabila ia (wali) sanggup bertindak sebagai wali, dan apabila 

karena suatu hal ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak 

kewaliannya berpindah kepada orang lain. 

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali 

yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak 

sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena suatu sebab 

 
11 Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009), Hal. 89-90. 
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ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah 

kepada orang lain12. 

Wali ditunjuk berdasarkan secara tertib dimulai dari orang yang 

paling berhak, yaitu mereka paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. 

Jumhur ulama’, seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i mengatakan 

bahwa, wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, bukan dari 

garis ibu. Wali adalah suatu kekuasaan atau wewenang shar‘i atas 

segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, 

karena kekurangan tertentu orang yang dikuasai, demi kemaslahatannya 

sendiri13. 

Berkaitan dengan perkawinan, Mazhab Syafi’i mendefinisikan wali 

adalah seseorang yang berhak untuk menikahkan orang yang berada 

dibawah perwaliaannya.14 Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang 

bertindak atas nama mempelai perempuan dalam sebuah akad nikah, 

karena di dalam akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki 

yang dilakukan oleh mempelai laki-laki sendiri, sedangkan dari pihak 

perempuan diwakili oleh walinya. Orang yang melaksanakan akad nikah 

ini dinamakan wali. Perbedaan pengertian wali yang telah dipaparkan di 

atas, sebenarnya dilatarbelakangi oleh konteks pemaknaan yang berbeda, 

bahwa antara ulama‘ satu dengan lainnya sebagian melihat pengertian 

wali dari segi umumnya saja dan sebagian yang lain mendefinisikan wali 

 
12 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal 59. 
13Muhammad  Jawad  Mughniyah,  Fiqh Lima Mazhab,  (Jakarta: Lentera, 2011), Hal 345. 
14Muhammad Husein Bin Ma’ud, Al-Tahdhib Fi Fiqhil Al-Imam Ash-Shafi’i, Jilid V, 

(Beirut: Daral-Kutub Al-Ilmiah, 2010), Hal. 255-256 
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dalam konteks perkawinan. 

2. Dasar Hukum adanya Wali 

Dasar hukum yang dipakai dalam keharusan adanya wali bagi 

seorang wanita yang hendak menikah, para ulama berpedoman dengan 

dalil-dalil. Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih 

banyak dibicarakan dalam berbagai litrature. Menurut jumhur ulama‘ 

keberadaan wali dalam sebuah perkawinan didasarkan pada sejumlah 

nash al-Qur’an dan hadits15. Dasar hukum dari adanya wali dalam 

perkawinan diantaranya adalah firman Allah SWT. dalam Surat al 

Baqarah ayat 232: 

َََُوإِذاَ قۡتمُ ََََطَل َّ ء َََْإِذاَََأَزۡوجََٰهنُ ََََّينَكِحۡنََََأَنََتعَضُۡلوُهنُ ََََّفلَاَََأَجلَهَنُ ََََّفبَلَغَنََََۡٱلن سِآَ ََبيَنۡهَمَََُترَضََٰواۡ

َََِيؤُمۡنَََُِمنِكمَََُۡكاَنَََمنَََبهِۦََِيوُعظََََُذلَٰكََََِبٱِلمۡعَرۡوُفِِۗ ه ََِِۗوٱَليۡوَمَََِۡبٱِلل َّ َََٰذلَٰ كِمَََُۡٱلۡأٓخِر ََل كَمَََُۡأَزۡكىَ

ُُۚ ََُوأََطۡهرَ ه ََُوٱَلل َّ ََۡيعَلۡمَ  َََتعَلۡمَوُنََلاََوأََنتمُ

Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, 

maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi 

dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka 

dengan cara yang ma'ruf”. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-

orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih 

baik bagimu dan lebih suci. Allah Maha Mengetahui, sedang kamu tidak 

mengetahui.   (Q S. Al-Baqarah: 232) 

Ayat ini menjelaskan tentang wanita yang diceraikan oleh 

suaminya dan kemudian akan kawin lagi, baik kawin dengan mantan 

suaminya atau dengan laki-laki lain. Terdapat perbedaan (ikhtilaf) di 

 
15 Qamarudin Saleh,  Asbabun Nuzul, (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), Hal 78. 
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kalangan ulama dalam menanggapi ayat tersebut, bahwa larangan dalam 

ayat ini ditujukan kepada wali. Keharusan adanya wali dalam pernikahan 

menurut Imam Syafi’i beserta penganutnya berpendapat tentang wali 

nikah berlandaskan dari hadits Rasulullah SAW. 

Keharusan adanya wali dalam pernikahan menurut Imam Syafii 

beserta penganutnya berpendapat tentang wali nikah16 berlandaskan dari 

hadits Rasulullah SAW yang berbunyi: 

نكََحَتَبغيرَِإذنَِموَاليهاَ،َفنكِاحُهاَوسلمََََوآلهََعليهََاللهََصلىََ-ََاللهََرسولََقاَلَََ ماَامرأةَ  أي ُّ

لطانََُ َفإنَدخلََبهِاَفالمهَْرَُلهَاَبماَأصابََمنهاَ،َفإنَتشاجرَواَفالس ُّ ات  باطل َ،َثلاثََمر َّ

َُ َلهَ َمنََلاَولي َّ  ولي ُّ

 

Rasululah SAW bersabda : Wanita manapun yang menikah tanpa 

wali maka pernikahannya batal sebanyak tiga kali. Jika seorang laki-laki 

telah menyetubuhi wanita maka wanita itu berhak menerima mahar 

dengan kejadian yang telah menimpanya. Dan Jika para wali tidak 

berkenan menikahkan, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak 

memiliki     wali (HR Abu Daud 1784)17 

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau 

saksi, berdasarkan firman Allah Swt Q.S Al-Imran 28 yaitu: 

ا خذَََِِل َّ ينََََٱلمۡؤُمۡنِوُنَََيتَ َّ ََََٱلۡ كَفٰرِِ ء َََِمنََََِفلَيَسََۡ ذلَٰكَََِيفَۡعلََََۡومَنَََٱلمۡؤُمۡنِيِنََََۖدوُنَََِمنََِأَوۡليِآَ ه ََفيََِٱلل َّ

آََشيَۡء َ ََْأَنَإِل َّ قوُا ََُتقُىَةٰ َِۗمنِۡهمََُۡتتَ َّ ََُوَيُحذَ رِكُمُ ه هََِوإَِلىََ نفَۡسهَۥَُِۗٱلل َّ َََُٱلل َّ  ٱلمۡصَِير

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang 

kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. 

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari 

pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari 

 
16 Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Hal. 69 
17 Abu Daud, Sunan Abu Daud  Op Cit. Hal. 153. 
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sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan 

kamu terhadap diri (siksa)-Nya. Dan hanya kepada Allah 

kembali(mu). (Q.S Al-Imran 28).18 

Selain uraian ayat Al-Qur’an di atas, ada juga beberapa hadits Nabi 

SAW yang menyatakan tentang adanya wali di dalam perkawinan, yaitu 

Artinya: Muhammad bin Qudamah bi ‘Ayan dan Abu Ubaidah al-Haddad 

bererita kepada kami dari Yunus dan Isroil dari Abu Ishaq dari Abu 

Burdah dari Abu Musa bahwa Nabi Muhammmad SAW. bersabda: tidak 

sah nikah kecuali dengan wali. 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nikah dalam pernikahan 

harus ada demi kebaikan rumah tangga yang akan dibangun setelah 

menikah. Keberadaan seorang wali di dalam perkawinan adalah mutlak 

harus ada. Pernikahan dianggap tidak sah jika tidak ada wali, seorang 

yang menikah tanpa adanya wali maka nikahnya batal dan seorang 

perempuan tidak sah menikahkan perempuan lain atau dirinya sendiri. 

3. Syarat Menjadi Wali 

Al-walayah (perwalian) adalah suatu bentuk perlindungan dengan 

penghargaan penuh atas dasar rasa tanggung jawab dan cinta kasih, untuk 

memberikan pertolongan atas ketidakkuasaan atau ketidak mampuan 

seseorang dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas hartanya 

atau hal yang berkaitan dengan dirinya, atau dengan kata lain wali adalah 

orang yang diberi kekuasaan atas sesuatu. 

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu 

 
18 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al Qur’an,  Hal 87. 
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pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Wali nikah adalah 

seorang laki-laki yang diberi kewenangan untuk menjadi wakil mempelai 

perempuan untuk melakukan ijab dengan mempelai laki-laki dalam akad 

nikah. Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, perkawinan dilangsungkan 

dengan wali yang laki-laki, Islam, baligh berakal dan adil.19 

Seseorang boleh menjadi wali, apabila dia beragama Islam, baligh 

berakal, laki-laki, merdeka, dan adil, mempunyai hak perwalian dan tidak 

terhalang untuk menjadi wali.20 Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

ayat 1 menyebutkan : Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki, 

yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, aqil baligh. 

Pelaksanaan akad nikah disebut ijab oleh wali mempelai perempuan dan 

qobul oleh mempelai laki-laki. 

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu 

pernikahan, nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka menggunakan 

dalil al-Qur’an dan hadits sebagai dasar perwalian. pernikahan harus 

dilangsungkan dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.21 

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Pernikahan Islam, 

menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu: 

a. Masih kecil, atau masih dibawah umur. 

b. Gila, wali aqrab gila maka berpindah kewaliannya pada wali ab’ad 

 
19 Moh Rifa’i, dkk, Terjemah Khulas ah Kifayatul Akhyar (Semarang : CV Toha 

Putra, 1998), Hal. 279 
20Beni Ahmad Saebani,  Fiqh Munakahat Edisi 1, (Bandung: Pustaka Setia 2001), Hal. 

237 
21Moh Rifa’i, dkk, Op Cit. Hal. 279. 
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c. Budak. 

d. Fasik, kecuali ia sebagai imam a’zam (sultan). 

e. Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur ‘alaih) karena 

tidak cerdas (dungu). 

f. Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena lanjut usia 

atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan 

sesuatu yang patut diselidiki 

g. Berbeda agama.22 

Dalam Islam wali nikah harus seagama dengan mempelai 

perempuan, jika wali berbeda agama dengan calon mempelai perempuan, 

maka hak kewaliannya dapat digugurkan. Demikian juga halnya wali 

nikah harus sehat akal dan cakap dalam hukum, jika wali terbukti tidak 

sehat secara mental atau berada dalam keadaan yang membuatnya tidak 

mampu secara hukum, maka haknya sebagai wali dapat juga digugurkan. 

Undang-undang No. 1. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, dijelaskan: 

seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu menyatakan 

kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu 

menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang yang 

memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

lurus ke atas selama masih hidup dan bisa menyatakan kehendaknya.23 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa syarat-syarat menjadi wali 

 
22Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), Hal. 76. 
23Departemen Agama RI, Pedoman Penghulu,  (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2008), Hal. 

236. 
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nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak sedang 

berihram, tidak dipaksa, belum pikun menyebabkan hilang ingatannya, 

tidak fasik dan tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewaliannya). 

4. Pembagian Wali Nikah 

Wali nikah dalam kajian-kajian ilmu Fiqih Munakahat 

menyimpulkan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah : 

1) Ayah, kakek dan seterusnya ke atas dari garis lurus laki-laki. 

2) Saudara laki-laki- kandung ( seayah dan seibu ) atau se ayah 

3) Kemenakan laki-laki kandung atau seayah ( anak laki-laki saudara 

laki-laki kandung atau seayah) Paman kandung atau seayah (saudara 

laki-laki kandung atau seayah dari ayah) 

4) Saudara sepupu kandung atau atau seayah ( anak laki-laki paman 

kandung atau seayah) 

5) Sultan ( penguasa tertinggi) yang juga disebut Hakim\\ 

6) Wali yang diangkat oleh mempelai bersangkutan, yang disebut Wali 

Muhakkam 24 

Keseluruhan kelompok yang tergabung dalam orang yang berhak 

menjadi wali nikah, dapat di kelompokkan menjadi 3 (tiga) macam wali 

nikah yaitu: 

1. Wali Nasab 

2. Wali Hakim 

3. Wali Muhakkam. 

 
24 Abdul Gour Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Hal. 39 
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B. Wali Nasab 

1. Pengertian Wali Nasab 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali 

nasab ada beberapa perbedaan pendapat dari para ulama fiqih. Imam 

Malik mengatakan keluarga terdekat yang berhak menjadi wali, ia 

mengatakan anak laki-laki sampai kebawah lebih utama, kemudian ayah 

sampai keatas, kemudian saudara lelaki seibu, kemudian saudara laki-laki 

seayah saja, kemudian anak lelaki saudara lelaki seayah saja, kemudian 

anak lelaki dari saudara laki-laki seayah saja, lalu kakek dari pihak ayah 

sampai keatas.25 

Al-Mughni berpendapat bahwa kakek lebih utama daripada saudara 

laki-laki dan anaknya saudara lelaki karena kakek adalah asal, kemudian 

paman-paman dari pihak ayah berdasarkan urut-urutan saudara-saudara 

laki-laki sampai kebawah, kemudian bekas tuan, dan penguasa. Imam 

Syafi’i memegang keabsahan, yaitu anak laki-laki tidak masuk asabah 

seorang perempuan. 

Nasab artinya bangsa, wali nasab adalah wali nikah karena ada 

hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.26 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

perempuan yang akan melangsungkan pernikahan atau wali yang 

 
25 Mustofa Hasan, Pengantar Hukum Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2011), Hal  109. 
26 Slamet Abidin dan Aminuddin,  Fiqih Munakahat,  (Bandung: Pustaka Setia, 1998),  Hal 

.89 
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mempunyai pertalian darah dengan calon mempelai wanita. 

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib mulai dari 

orang yang paling berhak, yaitu orang yang paling dekat (aqrab), lebih 

kuat hubungan darahnya. Jumhur Ulama mengatakan bahwa wali itu 

adalah wali waris dan diambil dari garis ayah, bukan ibu.27 

Kompilasi Hukum Islam wali nasab terdapat dalam Pasal 21 yaitu: 

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat 

tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Keempat 

kelompok yang dimaksut adalah: Pertama, kelompok kerabat laki-laki 

garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki 

seayah, keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, 

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.28 

Suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- 

sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah 

yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

Satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berhak 

menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah. 

 
27 Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), Hal. 63 
28 Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 1 
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Derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung 

atau sama-sama dengan kerabat seayah, mereka sama-sama berhak 

menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi 

syarat-syarat wali.29 

Wali yang paling berhak dan paling utama menjadi wali nikah 

adalah ayah, karena sangat dekat kekerabatannya dengan mempelai 

wanita dan ayah adalah orang yang mempunyai keutamaan dibandingkan 

dengan wali nikah yang lain. Oleh karena itu ayah disebut wali yang dekat 

atau wali aqrab, dan wali lain disebut wali yang jauh atau wali ab’ad 

(saudara terdekat atau yang agak jauh). 

Perpindahan wali dari yang dekat kepada yang lebih jauh 

urutannya yaitu apabila wali yang dekat ada atau karena sesuatu hal 

dianggap tidak ada, yaitu: 

a. Wali aqrabnya tidak ada sama sekali. 

b. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh. 

c. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila. 

d. wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua. 

e. wali aqrab ada tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti isyaratnya. 

f. wali aqrab ada, tetapi tidak beragama Islam.30 

Berkaitan dengan hal tersebut Kompilasi Hukum Islam Pasal 22 

menyatakan apabila wali yang berhak menikahkan tidak memenuhi syarat 

 
29 Kompilasi Hukum Islam Pasal 21 ayat 2, 3, 4 
30 Ahmad Rofiq, Hukum Islam ..., Hal. 88 
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sebagai wali nikah atau karena tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, 

maka wali berpindah kepada wali yang lain sesuai urutan dengan kerabat 

seayah, mereka berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang 

lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali derajatnya.31 

Menurut KHI bahwa apabila wali nasab tidak ada, atau tidak 

mungkin dihadirkan, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, 

atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah.32 

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang karena sesuatu hal 

wali dapat bergeser sesuai urutannya, Peraturan Menteri Agama Republik 

Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan 

mengurutkan wali nasab, diantaranya yaitu: 

a. Ayah Kandung 

b. Ayah dari Ayah 

c. Ayah dari kakek 

d. Saudara laki-laki sebapak seibu 

e. Saudara laki-laki sebapak 

f. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak seibu 

g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak 

h. Paman (saudara laki-laki bapak sebapak seibu) 

i. Paman sebapak (saudara laki-laki bapak sebapak) 

j. Anak paman sebapak seibu 

 
31 Komplasi Hukum Islam Pasal 22 
32 Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 
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k. Anak paman sebapak 

l. Cucu paman sebapak seibu 

m. Cucu paman sebapak 

n. Paman bapak sebapak seibu 

o. Paman bapak sebapak 

p. Anak paman bapak sebapak seibu 

q. Anak paman bapak sebapak 

r. Saudara laki-laki kandung kakek 

s. Saudara laki-laki sebapak kakek 

t. Anak sebapak seibu saudara kandung kakek 

u. Anak saudara laki-laki sebapak kakek.33 

Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan 

wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Tentang urutan wali nasab 

terdapat perbedaan pendapat di antara ulama fikih. Imam malik 

mengatakan bahwa perwalian itu didasarkan atas ‘ashabah, kecuali anak 

laki-laki dan keluarga terdekat lebih berhak untuk menjadi wali. 

Wali nasab berhak mengawinkan tanpa menunggu kerelaan yang 

dikawinkan, wali tersebut disebut dengan wali mujbir. Menurut Imam 

Syafi’i wali mujbir adalah ayah dan ayah dari ayah (kakek). Bagi 

golongan hanafiyah wali mujbir berlaku bagi ashabah seketurunan 

terhadap anak yang masih kecil, orang gila dan orang kurang akalnya. 

 
33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 

tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 11, Hal 8. 
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Diluar Hanafiyah membedakan antara anak kecil, orang gila dan 

orang yang kurang akal, yaitu wali mujbir bagi orang gila dan kurang akal 

adalah ayahnya, kakek, dan hakim, sedangkan wali mujbir untuk anak 

laki-laki dan anak perempuan terdapat perselisihan diantara mereka.34 

Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon 

mempelai wanita yang berhak menjadi wali menurut urutan yaitu: 

a. Pria yang menurunkan calon mempelai wanita dari keturunan pria 

murni (yang berarti dalam garis keturunan itu tidak ada penghubung 

yang wanita) yaitu: ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. 

b. Pria keturunan dari ayah mempelai wanita dalam garis murni yaitu: 

saudara kandung, anak dari saudara seayah, anak dari saudara 

kandung anak dari saudara seayah, dan seterusnya ke bawah. 

c. Pria keturunan dari ayahnya ayah dalam garis pria murni yaitu: 

saudara kandung dari ayah, saudara sebapak dari ayah, anak saudara 

kandung dari ayah, dan setrusnya ke bawah.35 

Apabila wali tersebut di atas tidak beragama Islam sedangkan calon 

mempelai wanita beragama Islam atau wali-wali tersebut di atas belum 

baligh, atau tidak berakal, atau rusak pikiranya, atau bisu yang tidak bisa 

diajak bicara dengan isyarat dan tidak bisa menulis, maka hak menjadi wali 

pindah kepada wali berikutnya. Misalnya, calon mempelai wanita yang 

 
34Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat..., Hal. 63 
35 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, Jilid 9 (Jakarta: Darul Fikir, 

2011), Hal 186. 
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sudah tidak mempunyai ayah atau kakek lagi, sedang saudara- 

saudaranya yang belum baligh dan tidak mempunyai wali terdiri dari 

keturunan ayah (misalnya keponakan), maka yang berhak menjadi wali 

adalah saudara kandung dari ayah (paman). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa wali nasab 

adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang 

akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu 

wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh). Dalam urutan diatas, yang 

termasuk wali aqrab adalah wali ayah, sedangkan wali ab’ad adalah kakak 

atau adik ayah. Jika kakak dan adik ayah menjadi wali dekat, yang 

berikutnya terus ke bawah menjadi wali yaitu saudara kandung dari ayah 

(paman). 

2. Wali sebagai Rukun Nikah 

Perkawinan di Indonesia dikembalikan pada aturan agama. 

menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaan, serta 

perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. 

Ketentuan tersebut terlihat bahwa unsur agama dalam suatu perkawinan 

di Indonesia sangat dominan.36 Sehingga bagi umat Islam tentu akan 

melihat ketentuan perkawinan sesuai dengan agama Islam, dimana dalam 

agama Islam dalam melakukan pekawinan dikenal dengan adanya syarat 

dan rukun. 

 
36 Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2016), Hal. 

38 
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Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama 

yang menyangkut sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. 

Dalam hal perkawinan, dalam menempatkan mana rukun dan mana syarat 

terdapat perbedaan diantara kalangan para ulama, namun hal tersebut 

tidak bersifat substansial.37 

Rukun dapat diartikan sesuatu yang harus ada yang menentukan 

sah atau tidak sahnya suatu pekerjaan, dan sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan itu, seperti adanya calon pengantin laki- 

laki/perempuan dalam perkawinan.38 

Rukun perkawinan terdiri dari adanya calon suami dan istri yang 

melakukan perkawinan, adanya wali dari calon pengantin wanita, adanya 

dua orang saksi, kedua orang saksi tersebut harus menyaksikan akad nikah 

tersebut, sighat akad nikah yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita pengantin dan dijawab oleh calon pengantin 

laki-laki. 

Perbedaan-perbedaan dalam rukun perkawinan dilihat dari jumhur 

ulama di atas dapat dirinci yaitu menurut Imam malik dalam rukun 

perkawinan seperti jumhur ulama akan tetapi ditambah dengan harus ada 

mahar namun tanpa menjadikan dua orang saksi sebagai rukun. Menurut 

Imam Syafi’i rukun rukun perkawinan sesuai dengan jumhur ulama di 

atas, dan menurut ulama hanafiyah rukun nikah hanya ijab dan qabul.39 

 
37 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan..., Hal. 59 
38 Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat..., Hal. 45-46 
39 Ibid., Hal. 46-49 
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Kompilasi Hukum Islam (KHI) meyebutkan rukun-rukun 

perkawinan pada Pasal 14 yaitu untuk melaksanakan perkawinan harus 

ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.40  

Rukun perkawinan dalam KHI tersebut juga terdapat dalam 

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 19 Tahun 2018 tentang 

Pencatatan Perkawinan Pasal 9. 

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya 

perkawinan. Secara umum syarat dalam perkawinan itu ada dua yaitu: 

pertama, calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang 

ingin menjadikannya istri. Jadi kedua pasangan tidak ada halangan untuk 

melangsungkan pernikahan untuk sementara maupun untuk selama 

lamanya. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi,41 atau biasanya dalam 

setiap rukun-rukun pernikahan di atas memilik syarat-syarat yang 

akhirnya dijadikan syarat suatu perkawinan yang merupakan dasar bagi 

sahnya pelaksanaan perkawinan. 

3. Intiqal (Perpindahan) Wali Nikah 

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada akad- 

akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap oleh ulama 

sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (aqd khatir) karena akan 

berimplikasi kepada anak dan hal lain yang ditimbulkan karena 

pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama dari 

 
40 Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 
41Abdul Rahman Ghozali, Fiqih Munakahat..., Hal. 49 
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akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki hak untuk 

menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Hak ini diberikan 

Islam kepada wali nikah, karena wanita tidak boleh menikahkan dirinya 

sendiri. Jika wanita menikahkan dirinya sendiri, maka berarti ia telah 

berzina. 

Menurut Imam Syafi’i suatu pernikahan baru dianggap sah, apabila 

dinikahkan oleh wali yang lebih dekat terlebih dahulu, bila tidak ada yang 

dekat, baru dilihat urutannya secara tertib, kecuali bila wali aqrab tersebut 

karena suatu sebab tidak dapat bertindak sebagai wali, atau tidak berada 

ditempat, maka kedudukan wali berpindah kepada hakim.42 

Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, menurutnya hak kewalian 

wali aqrab tersebut berpindah kepada wali urutannya. Imam Malik 

berpendapat bahwa jika wali dekat tidak ada, maka perwaliannya pindah 

ke wali jauh.43 Perbedaan pendapat ini bersumber pada perbedaan mereka 

atas apakah tidak adanya wali tersebut sama dengan kematian yang 

sebelumnya telah disepakati keduanya bahwa jika wali dekat mati 

perwaliannya pindah ke wali jauh. 

Syarat-syarat yang harus di penuhi untuk dapat menjadi wali nikah, 

baik wali nasab, wali hakim maupun wali muhakkam. Derajat wali nikah 

tersebut harus diawali dari wali nasab sesuai tertib wali yang telah 

ditentukan akan tetapi pada keadaan tertentu hak perwalian dapat 

 
42 M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab Fiqih, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2000), Hal. 140 
43 Ibid. Hal 136 



34 
 

 
 

berpindah pada wali nikah lainnya, perpindahan hak wali tersebut 

dinamakan dengan intiqal wali nikah yaitu perpindahan hak wali baik dari 

wali nasab ke wali nasab lainnya, wali nasab ke wali hakim dan wali nasab 

ke wali muhakkam, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Nasab Lainnya 

Wali nasab terbagi menjadi dua yaitu wali aqrab (dekat) dan 

wali ab’ad (jauh), selama wali aqrab masih ada maka hak untuk 

menikahkan belum berpindah pada wali ab'ad, tidak adanya wali 

aqrab dapat di lihat menurut hissi dan syar'i, tidak adanya menurut 

hissi adalah jika wali aqrab telah meninggal sedangkan menurut 

syar'I adalah jika telah hilang hak wali nikah disebabkan: 

1) Hamba sahaya 

2) Ghaib 

3) Bodoh (Kurang akal) 

4) Kafir 

5) Sedang ihram.44 

Sebab tersebut senada dengan sebab perpindahan wali nasab 

dalam buku fiqh munakahat, adapun perpindahan wali aqrab kepada 

wali ab’ad adalah sebagai berikut: 

1) Apabila wali aqrab non muslim 

2) Apabila wali aqrab fasiq 

3) Apabila wali aqrab belum dewasa 

 
44 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab..., Hal. 274 
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4) Apabila wali aqrab gila 

5) Apabila wali aqrab bisu atau tuli.45 

Imam Syafi’i menjelaskan bahwa suatu pernikahan baru di 

anggap sah bila dinikahkan oleh wali aqrab terlebih dahulu, bila 

tidak ada yang dekat baru di lihat urutannya secara tertib.46 Jika wali 

aqrab berada di tempat yang jauh sejauh dua marhalah maka hak 

wali masih tetap pada wali aqrab namun apabila wali aqrab yang 

jauh tidak dapat datang karena sesuatu hal maka baru hakimlah yang 

bertindak sebagai wali.47 Wali aqrab yang di tahan atau ditawan 

sama dengan wali ab’ad walaupun berada dalam satu kota. 

Uraian di atas dapat di simpulkan bahwa pada dasarnya yang 

menjadi wali adalah wali nasab, suatu pernikahan baru dianggap sah 

bila di nikahkan oleh wali aqrab terlebih dahulu, bila tidak ada yang 

dekat, maka wali ab’ad . Wali aqrab apabila tidak memenuhi syarat 

wali maka baru berpindah ke wali ab’ad sesuai urutan wali. 

b. Perpindahan Wali Nasab ke Wali Hakim 

Akad pernikahan merupakan akad yang istimewa daripada 

akad-akad lainnya seperti jual-beli atau gadai. Akad nikah dianggap 

oleh ulama sebagai hal yang harus ditangani dengan hati-hati (aqd 

khatir) karena berimplikasi kepada anak yang ditimbulkan karena 

pernikahan seperti hak warisan. Salah satu unsur yang paling utama 

 
45 Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat...,Hal. 97 
46 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat...,Hal. 57 
47 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab...,, Hal. 274 
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dari akad nikah adalah wali nikah. Hanya wali nikah yang memiliki 

hak untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. 

Wali hakim adalah wali nikah yang di ambil dari hakim 

(pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari 

pemerintah atau seseorang yang karena kedudukannya berhak 

melakukan akad pernikahan.48 dalam hal perpindahan dari wali nasab 

ke wali hakim dapat dilaksanakan dengan beberapa alasan 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1) Tidak ada wali nasab sama sekali. 

2) Wali mafqud, wali nasab di nyatakan hilang dan tidak di ketahui 

alamat yang pasti 

3) yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah menjadi 

mempelai laki-laki dalam perkawinan tersebut sedangkan wali 

nikah yang lain tidak ada yang sederajat dengannya 

4) Wali nya sakit pitam atau ayan 

5) Walinya jauh dari tempat perkawinan atau ghaib 

6) Walinya berada dalam penjara yang tidak boleh di temui 

7) Walinya berada dalam pengawasan atau pengampunan 

8) Walinya bersembunyi atau tawari 

9) Walinya jual mahal atau sombong atau ta’azzuz 

10) Walinya sedang berihram haji atau umrah.49 

 
48 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih...,Hal. 274 
49 Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum...,Hal. 64 
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Buku Garis-Garis Besar Fiqh karangan Amir Syarifuddin 

tertulis bahwa pelaksanaan perkawinan dengan wali hakim dapat 

dilaksanakan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: 

1) Tidak ada wali nasab 

2) Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab’ad 

3) Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh ± 92,5 Km 

atau dua hari perjalanan 

4) Wali aqrab penjara dan tidak bisa di temui) 

5) Wali aqrabnya ‘adhal 

6) Wali aqrabnya berbelit-belit atau mempersulit 

7) Wali aqrabnya sedang ihram 

8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan 

9) Wanita yang akan di nikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali 

mujbir tidak ada.50 

Perpindahan wali nasab kepada wali hakim dalam buku 

Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dilaksanakan dengan alasan yaitu: 

1) Kehabisan wali nasab 

2) Wali mafqud / tidak di ketahui alamat tinggalnya / tidak di 

ketahui mati dan hidupnya 

3) Wali tidak memenuhi syarat 

4) Wali nasab beragama lain 

 
50 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh..., Hal. 93 
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5) Anak di luar nikah 

6) Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 

7) Wali nya berada di tempat yang jauh sejauh masafatul qashri 

yaitu 92,5 km dan tidak dapat hadir 

8) Wali ‘adhol (wali nikah mogok).51 

Anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah maka 

menggunakan wali hakim di sebabkan karena tidak adanya hubungan 

nasab dengan laki-laki yang secara biologis adalah ayah kandungnya, 

perbedaan antara anak yang lahir dari kehamilan sebelum menikah 

dengan anak di luar nikah adalah jika anak yang lahir dari kehamilan 

sebelum menikah dapat diketahui dari tenggang waktu antara 

pelaksanaan pernikahan yang sah antara ibu kandung dengan laki-

laki yang menjadi suami sah ibu kandungnya dengan batas minimal 

kehamilan enam bulan, jika kurang dari enam bulan tergolong anak 

yang lahir dari kehamilan sebelum menikah. 

c. Perpindahan Wali Nasab atau Wali Hakim ke Wali Muhkkam 

Wali nasab dan wali hakim tidak ada maka hak menikahkan 

dapat berpindah ke wali muhakkam yaitu seorang alim dalam negeri 

yang mempunyai sifat-sifat terpuji yaitu terpelihara dari perbuatan- 

perbuatan yang melanggar hukum agama dengan syarat wali 

muhakkam menerima pernyataan dari calon pengantin supaya ia di 

 
51Pedoman Pegawai Pencatat Nikah, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat 

Islam dan Urusan haji, 1997, Hal. 34 
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nikahkan dengan kalimat yang menunjukkan penyerahan 

pernikahan.52 

Menggunakan wali muhakkam apabila: 1) Wali nasab tidak 

ada, 2). Wali nasab ghaib atau bepergian sejauh dua hari perjalanan 

serta tidak ada wakilnya, 3) . Tidak ada qadli atau Pegawai Pencatat 

Nikah, talak, cerai dan Rujuk (NTCR).53 

Uraian di atas dapat dijelaskan bahwa intiqal wali nasab ke wali 

hakim dan wali nasab ke wali muhakkam yaitu perpindahan wali 

nasab ke wali nasab lainnya yaitu wali nasab terbagi menjadi dua 

yaitu wali aqrab (dekat) dan wali ab’ad (jauh), selama wali aqrab 

masih ada maka hak untuk menikahkan belum berpindah pada wali 

ab'ad., perpindahan wali nasab ke wali hakim yaitu Wali hakim 

adalah wali nikah yang di ambil dari hakim (pejabat pengadilan atau 

aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah, perpindahan 

wali nasab atau wali hakim ke wali muhakkam yaitu Wali nasab dan 

wali hakim tidak ada maka hak menikahkan dapat berpindah ke wali 

muhakkam yaitu seorang alim dalam negeri. 

C. Wali Hakim 

1. Pengertian Wali Hakim 

Wali Hakim berasal dari Bahasa Arab yaitu wali dan hakim, kata wali 

dalam bahasa arab yaitu al-wali dengan bentuk jamak auliya’ yang berarti 

 
52 Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, Edisi Lengkap Fiqih Madzhab ...,Hal. 275 
53 Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat...,Hal. 250. 
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pecinta, saudara atau penolong.54 

Menurut Kamus Al-Munawwir, perwalian berasal dari bahasa arab 

walayah55 yang bermakna antara lain “yang menguasai” dan 

“melindungi”. Dalam Ensiklpodi Islam jilid 5 dikatakan bahwa wali 

berasal dari bahasa arab yang berarti menolong, yang mencintai, 

perwalian dalam fikih berarti kekuasaan atau kewenangan untuk 

melakukan akad atau transaksi tanpa harus menunggu persetujuan orang 

lain.56 

Sedangkan menurut istilah, kata wali mengandung pengertian orang 

yang menurut hukum ( agama, adat) diserahi untuk mengurus kewajiban 

terhadap anak yatim sebelum anak itu dewasa; pihak yang mewakili 

pengantin perempuan pada waktu menikah ( yaitu yang melakukan akad 

nikah dengan pengantin pria )57 

Pengertian hakim adalah orang yang mengadili perkara ( dalam 

pengadilan atau mahkamah), orang pandai, orang budiman, orang ahli, 

orang yang bijaksana. Berhakim ( kepada ) berarti minta supaya diadili 

perkaranya (kepada).58 

Al-Hakim dalam etimologi berarti : Pembuat, yang menetapkan 

sumber hukum, yang menemukan, memperkenalkan dan menjelaskan 

 
54 Louis Ma’luf, Al Munjid, Hal. 919 
55 A. Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap, Hal.1582. 
56  Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam 5, PT Ikctiar Baru Van 

Hoeve, Jakarta, 1994, Hal. 171 
57Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hal. 1007 
58 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahas Indonesia, edisi ketiga, Balai 

Pustaka, Jakarta, 2007, Hal. 398. 
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hukum.59 Sedangkan dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia 

karangan Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Hakim diartikan sebagai 

Penguasa.60 

Pengertian wali hakim dalam peraturan perundang-undangan 

tentang perkawinan seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dan 

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 adalah bahwa pada 

Bab I Ketentuan Umum, pasal (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam 

disebutkan : “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri 

Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan 

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”.61 Dalam  

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 itu juga disebutkan  

dengan lebih jelas tentang siapa wali hakim yang sebenarnya. Dalam pasal 

(1) point 2 (dua), bahwa Wali Hakim adalah Kepala Kantor 

Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk 

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak 

mempunyai wali.62 

Kesimpulan dari berbagai pengertian wali hakim diatas adalah 

bahwa wali hakim ialah Kepala KUA Kecamatan yang ditunjuk oleh 

Menteri Agama untuk menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita 

 
59 Abdul Aziz Dahlan ( et.al), Ensiklopedi Hukum Islam, PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 

Jakarta, 1996, jilid 6, Hal. 503. 
60  Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia, Yayasan 

Ali Maksum PonPes Krapyak Yogyakarta 1996 , Hal. 726. 
61  Departemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Dirjen Bimas 

Islam, 2001. Hal 13. 
62 Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005, tentang 

wali hakim pasal 1 point 2, Hal  3. 
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yang tidak mempunyai wali yang dalam penilaian memiliki kualifikasi 

kemampuan dalam ilmu pengetahuan, ilmu hukum, khususnya ilmu 

Hukum Islam serta berkepribadian yang baik layaknya seorang hakim 

seperti penuh wibawa, bijaksana,  jujur, adil dan mengayomi serta 

berpihak kepada kebenaran dan keadilan. 

2. Dasar Hukum Wali Hakim 

Dasar hukum bahwa wali hakim merupakan salah satu rukun dalam 

pernikahan adalah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang 

diriwayatkan oleh Abu Dawud yang artinya : dari ‘Aisyah ra. Berkata 

bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ siapapun wanita yang menikah tanpa 

izin walinya maka nikahnya itu batil (tiga kali). Jika si laki-laki iti telah 

menggaulinya maka harus membayar mahar buat kehormatan yang telah 

dihalalkannya, dan bila mereka bertengkar, maka sultan adala wali 

bagimereka yang tidak punya wali63.” 

Hadits diatas menjelaskan bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa 

adanya wali, bahkan jika mereka tidak ada wali maka walinya adalah 

sultan, maksudnya adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah wali 

hakim. 

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, 

masalah wali diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan pada pasal 2 ayat 1 bahwa “perkawinan adalah sah apabila 

dilakukam menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannnya 

 
63 Abu Dawud, Sunan Abu Dawud , jilid I . Hal. 478. 
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itu“.64 Maksud dari pasal ini adalah bagi mereka yang beragama Islam, 

maka sah tidaknya suatu perkawinan harus sesuai dengan syarat dan rukun 

suatu pernikahan menurut agama Islam, sedangkan dalam agama Islam 

wali nikah merupakan rukun pernikahan, artinya wali nikah adalah suatu 

keharusan dalam setiap akad pernikahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang 

masalah wali nikah terdapat dalam pasal 11 ayat 2, disebutkan bahwa 

“Akta Perkawinan yang telah di tandatangani oleh mempelai itu, 

selanjutnya ditanda tangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat 

yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, ditanda tangani pula oleh wali nikah atau yang 

mewakilinya.”65 Pasal ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan akad 

nikah bagi yang beragama Islam, wali nikah atau yang mewakilinya harus 

ada dan menandatangani akta nikah setelah akad nikah dilangsungkan. 

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa wali nikah terdiri 

dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana terdapat dalam pasal 20 ayat 

2 disebutkan bahwa “ Wali Nikah terdiri dari ; a. Wali Nasab, dan b. Wali 

Hakim.66 Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama 

atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi kewenangan untuk 

bertindak sebagai wali nikah.67 

 
64 Departemen Agama RI, UU Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 1, Hal. 2 
65 Departemen Agama RI, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 11 ayat 
66 Departemen Agama RI, Kompilasi ….., pasal 20 ayat 2 
67 Ibid, pasal 1 huruf b, h. 1. 
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Wali Hakim yang dimaksud dalam pembahasan ini bukanlah 

hakim yang terdapat pada pengadilan, namun Kepala KUA sebagai wali 

hakim, walau demikian hakim pengadilan (dalam hal ini Pengadilan 

Agama) dimungkinkan juga bertindak menjadi wali hakim apabila 

memang memperoleh kuasa dari Kepala Negara c.q Menteri Agama.68 

Dalam hal ini yang menjadi dasar hukumnya adalah ada tidaknya 

pelimpahan wewenang dari sultan atau Kepala Negara tersebut. 

3. Eksistensi dan Otoritas Wali Hakim 

Keberadaan wali hakim adalah sebagai pengganti wali nasab dalam 

suatu pernikahan, sebagaimana jumhur ulama’ menempatkan bahwa wali 

nikah adalah merupakan salah satu rukun dalam perkawinan atau 

pernikahan, artinya keberadaan seorang wali nikah adalah mutlak adanya, 

tidak sah suatu pernikahan jika tidak ada wali nikahnya, hal ini 

mengandung maksud bahwa bagaimanapun kondisinya sosok wali nikah 

itu tetap diperlukan karena ia merupakan rukun yang menentukan sah 

tidaknya suatu pernikahan. 

Sebagaimana diketahui bahwa wali nikah itu ada 3 ( tiga) macam 

yaitu wali nasab, wali hakim dan wali muhakkam, serta dalam peraturan 

peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia hanya 

mengakui 2 (dua) macam wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim. Hal 

ini berarti pernikahan di Indonesia hanya menggunakan wali nasab dan 

jika tidak ada wali nasab karena sebab sebab tertentu yang telah 

 
68 Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Op Cit Hal. 42 
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dibenarkan maka pernikahan harus menggunakan wali hakim. Sehingga 

keberadaan atau eksistensi wali hakim sama dengan keberadaan atau 

eksistensi wali nasab. 

Otoritas wali hakim menurut penjelasan dari Peraturan Menteri 

Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 tentang wali hakim khususnya pasal 2 

(dua) ayat 1 dan 2, disebutkan bahwa ada beberapa ototritas dan 

kewenangan yang melekat pada wali hakim yaitu : 

a. Pada pelaksanaan akad nikah keberadaan wali hakim adalah sebagai 

pengganti dari wali nasab yang karena sebab dan alasan tertentu tidak 

bisa menghadiri untuk menikahkan calon pengantin perempuan, 

sehingga kewenangan wali hakim adalah sama dengan kewenangan 

wali nasab. 

b. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita yang 

terputus walinya atau sudah tidak mempunyai wali nasab sama sekali.  

c. Wali hakim mempunyai kewenangan untuk menikahkan wanita wali 

nasabnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah , misalnya wali 

nasab berbeda agama, atau belum baligh. 

d. Wali hakim berwenang menikahkan wanita yang wali nasabnya 

adhal/enggan untuk menikahkan, setelah sebelumnya memperoleh 

surat keputusan dari Pengadilan Agama tentang adhalnya wali. 

D. Wali Muhakkam 

Wali Muhakkam adalah seorang laki-laki yang bukan dari keluarga 

wanita serta bukan pula dari pihak penguasa suatu wilayah namun memiliki 
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pengetahuan tentang hukum-hukum agama yang baik serta bersedia dan dapat 

menjadi wali dalam pernikahan. 

Menurut Abdul Kadir Syukur, yang dimaksud dengan Wali Muhakkam 

adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak 

sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang 

seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, padahal tempat itu tidak ada wali 

hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya 

adalah kedua calon suami istri mengangkat seorang yang mempunyai 

pengertian tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan 

mereka.69 

Keterangan diatas menjelaskan bahwa bila pernikahan yang tidak dapat 

menghadirkan wali nasab, serta tidak pula terdapat dalam wilayah tersebut 

penguasa sebagai hakim, maka dalam keadaan demikian pernikahan dapat 

dilaksanakan dengan menggunakan wali muhakkam. 

Keadaan atau kondisi yang membolehkan dilaksanakan pernikahan 

dengan wali muhakkam, para ulama berpendapat sebagai berikut : 

a) Al Qurthubi berpendapat jika perempuan yang tinggal di tempat yang 

tidak ada sultan dan tidak ada pula mempunyai wali, maka penyelesainnya 

dapat ia serahkan kepada tetangga yang dipercayainya untuk 

mengakadkannya, dalam keadaan demikian tetangga tersebut telah 

menjadi wali, karena setiap orang tentu perlu kawin tetapi dalam 

 
69  Abdul Kadir Syukur, Wali Muhakkam, Syariat dan Realitas, Barito Kuala : 

Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat, 2004, Hal. 40. 
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melaksanakannya hendaklah sebaik-baiknya yang dapat dikerjakan.   

b) Imam Syafi’i berpendapat bahwa apabila dalam masyarakat terdapat 

perempuan yang tidak mempunyai wali, lalu kemudian ia mewakilkan 

kepada seorang laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya boleh, 

karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim, dan orang 

yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan hakim itu 

sendiri.  

c) Al-Imam Taqiyyudin al-Hushaini al-Dimasyqi mengatakan, Yunus bin 

Al-Imam Al-Hushaini meriwayatkan dari Syafi’i bahwa jika dalam suatu 

masyarakat ada seorang wanita yang tidak memiliki wali sama sekali, lalu 

ia menguasakan atau mewakilkan perkaranya kepada sorang laki-laki, 

termasuk dalam hal pernikahan, maka hukumnya boleh, sebab hal itu 

termasuk pelimpahan kekuasaan dan status orang yang dilimpahi 

kekuasaan itu sama seperti hakim. 

d) Al-Imam An- Nawawi mengatakan menurut al-Mawardi jika seorang 

wanita tidak punya wali sama sekali,maka ia mempunyai tiga pilihan : 

– Pertama, ia tidak menikah 

– Kedua, ia bisa menikahkan dirinya sendiri karena alasan darurat 

– Ketiga, ia bisa menguasakan/menyerahkan urusannya kepada 

seseorang, kemudian orang itulah yang menikahkannya. 

E. Wali dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia 

1. Wali Perspektif Hukum Islam 

Hukum Islam yang termanifestasi dalam kitab-kitab fiqh, 
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merupakan hasil pemikiran ulama, yang diitsbathkan dari dalil-dalil nash 

yang ada. Dalam pembahasan masalah wali nikah, dalil-dalil tersebut 

sangat berpengaruh untuk menjadi rujukan pemikiran ulama untuk 

menetapkan hukum tentang wali nikah. Adapun tugas wali nikah ini 

hanya berlaku bagi calon mempelai wanita saja, artinya apabila ada anak 

perempuan hendak melangsungkan perkawinan harus dengan walinya, 

sedangkan untuk calon suaminya tidak harus dengan walinya.70 

Fiqh ada dua pendapat yang berbeda tentang persyaratan wali 

dalam menikahkan perempuan: Pertama, pendapat ulama Hanafiyah, akad 

nikah seorang perempuan tanpa wali yaitu sah. Menurut Abu Hanifah dan 

Abu Yusuf, nikah dilakukan oleh seorang yang merdeka dan mukallaf 

atau aqil baligh, walaupun tanpa kerelaan walinya.71 

Ada beberapa pendapat mengenai pentingnya wali sebagai syarat 

untuk sahnya nikah menurut Hukum Islam. Hal ini sudah lama menjadi 

bahan diskusi para ahli ilmu fiqh sejak lahirnya mazhab Syafi'i dan 

mahzab Hanafi. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa wali adalah salah satu 

syarat untuk sahnya nikah, sedangkan mazhab Hanafi mengatakan bahwa 

wali adalah sunnah hukumnya, seperti yang terdapat dalam Firman Allah 

SWT Surat Al Baqarah ayat 234, dikatakan bahwa akad nikah yang 

dilakukan oleh wanita dan segala sesuatu yang dikerjakannya tanpa 

menggantungkannya kepada wali atau izinnya adalah sah. 

 
70   Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum...,Hal .89 
71  Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Pelajar Al-Kautsar, 

2006, Hal. 349 
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Berdasarkan ayat tersebut Hanafi memberikan hak sepenuhnya 

kepada wanita mengenai urusan dirinya dengan meniadakan campur 

tangan orang lain dalam hal ini adalah campur tangan seorang wali 

berkenaan dengan masalah perkawinan. Pertimbangan rasional logis 

inilah yang membuat Hanafi mengatakan tidak wajibnya wali nikah bagi 

wanita yang hendak menikah.72 

Namun pada umumnya umat Islam di Indonesia menganut paham 

mahzab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i wali merupakan masalah penting 

sekali dalam pembahasan nikah karena tidak ada nikah tanpa wali, dan 

wali menjadi syarat bagi sahnya suatu nikah. Alasan pendapat 

inidiantaranya yaitu hadist Nabi riwayat Turmudzi dari Aisyah yang 

menyatakan bahwa “Perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka 

nikahnya batal (sampai tiga kali Nabi mengatakan nikahnya batal)”. 

Selain itu ijab menurut lazimya dalam suatu akad nikah diucapkan 

oleh wanita, jadi mempelai wanitalah yang menawarkan dirinya untuk 

dinikahkan dengan seorang pria. Oleh karena wanita fitrahnya adalah 

pemalu, maka ia harus diwakili oleh orang tuanya atau wakilnya yang 

bertindak sebagai wali nikahnya.73 

Alasan lain yang menjadikan keberadaan wali menjadi sangat 

penting adalah dengan adanya perbedaan antara pria dan wanita. 

Umumnya wanita kurang mempunyai daya tahan terhadap rasa sakit, 

 
72 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, Hal 

218-220. 
73 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Hal  5. 
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sehingga dalam keadaan takut kadang-kadang sakit yang dirasakan lebih 

ringan dari yang ditanggung pria. Selain itu dalam berbagai persoalan, 

wanita lebih cenderung kepada taqlid disamping lemah dalam memahami 

berbagai persoalan global. 

Berdasarkan berbagai perbedaan tersebut dapat dikatakan bahwa 

wanita cenderung takut untuk bertanggung jawab dan merasa memang 

perlu untuk tunduk kepada pria karena pada dasarnya pria merupakan 

panutan, pemimpin dan pelindung wanita.74 Pria diberi kelebihan untuk 

dapat menyelesaikan segala persoalan hidup jauh lebih besar dari wanita, 

dan juga mempanyai wawasan, kekuatan dan keberanian. 

Hal inilah yang membuat wanita membutuhkan seorang laki-laki 

sebagai walinya dalam melangsungkan perkawinan yang dapal 

membantunya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang mungkin 

timbul di kemudian hari. Perwalian di dalam istilah fiqh dinamakan juga 

wilayah yang mempunyai makna penguasaan dan perlindungan. Dengan 

demikian menurut fiqh arti dari perwalian yaitu. :“Penguasaan penuh yang 

diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi 

orang atau barang.75 

Dengan demikian untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

pengertian wali dalam perkawinan sekaligus wali dalam menikahkan 

kedua mempelai yang dalam ajaran agama Islam disebut dengan Wali 

 
74 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Hal. 236 
75 Soemiyati, Op. Cit, Hal. 41 
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Nikah adalah dengan cara melihat pengertian wali nikah menurut Hukum 

Islam, sebab di dalam ajaran agama selain agama Islam terdapat 

perbedaan definisi mengenai wali nikah. 

Pendapat pertama mengatakan bahwa perempuan yang telah baligh 

dan berakal sehat, boleh memilih sendiri suaminya, dan boleh melakukan 

akad nikahnya sendiri, baik ia perawan (gadis) maupun janda, dengan 

syarat orang yang hendak menikah dengannya adalah sekufu dan 

maharnya tidak kurang dari mahar misil.76 

Kerelaan seorang perempuan untuk menikah bisa ditandai dengan 

kedewasaannya. Menurut mereka kedewasaan dapat diukur dari apa ia 

sudah aqil baligh atau belum, bukan status janda atau gadis, apabila ia 

sudah dewasa dalam artian ini, ia berhak baik secara langsung atau 

mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan akad nikah. Bagi 

mereka, keterbukaan perempuan bukan didasarkan status gadis atau janda, 

melainkan kedewasaan atau aqil baligh. Seorang gadis yang berakal dan 

baligh atau dewasa, mempunyai sikap keterbukaan, dan berani 

menyampaikan pendapatnya secara terang-terangan, seperti juga janda. 

Seorang perempuan yang akil baligh dapat melakukan akad 

nikahnya sendiri dan bahkan menjadi wali dalam pernikahan orang lain. 

Mereka mengqiyaskan dengan jual beli, bahwa perempuan dapat menjual 

barang dagangannya. 

 
76Syaikh Hasan  Ayyub  Fikih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai 

Syariat, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1999), Hal . 52-53 
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Pendapat kedua, jumhur ulama mengatakan, bahwa akad nikah 

tanpa wali yaitu batal. Pendapat ini didasarkan pada hadist Aisyah yang 

menyatakan nikah tidak sah tanpa adanya wali. Alasan kedua, pernikahan 

yaitu akad yang sangat penting untuk selamanya, serta mempunyai tujuan 

yang besar untuk membentuk keluarga dan laki-laki lebih mengerti dalam 

mengurus permasalahan kehidupan dan lebih mampu manjaga tujuan 

pernikahan tersebut. Perempuan pengalamannya terbatas, untuk 

kemaslahatannya, supaya menyerahkan pelaksanaan akad kepada walinya 

tersebut. 

Imam Syafi’i, Maliki, Hanbali berpendapat, apabila wanita baligh 

dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada 

pada wali, apabila janda, hak itu ada pada keduanya. Artinya, tidak boleh 

mengawinkan janda tanpa persetujuannya, janda tidak bisa mengawinkan 

dirinya tanpa restu wali. Hak pengucapan akad ada pada wali.77 

Akad yang diucapkan oleh perempuan tidak berlaku sama sekali, 

walaupun akad itu memerlukan persetujuannya. Sementara menurut 

pendapat Syafi’i dan mayoritas ulama, kerelaan perempuan untuk 

menikah dilihat dari statusnya gadis atau janda. Menurut mereka janda 

telah mempunyai pengalaman dalam perkawinan, sehingga ia dapat lebih 

terbuka untuk menyatakan sikapnya, sementara gadis merasa kesulitan 

untuk mengemukakan pandapatnya secara terang-terangan. Seorang 

 
77 Syaikh Hasan Ayyub,  Op Cit  Hal . 48-49 
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perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik gadis maupun 

janda, namun harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta 

izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak 

menikahkan adalah sultan. Akan tetapi ada yang mengatakan mazhab ini 

membedakan antara gadis dengan janda, bila gadis harus dengan izin 

walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa mazhab ini tidak mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, 

akan tetapi cukup dengan izinnya saja. 

2. Wali Perspektif Hukum Positif di Indonesia 

Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan dari 

waktu ke waktu. Pada empat dekade awal pasca kemerdekaan, hukum 

Islam mengalami kemajuan pesat. Kemajuan tersebut ditandai dengan 

adanya usaha untuk mengkonkritkan tiga tiang penyangga bagi 

berlakunya hukum secara efektif, yaitu (1) aparat penegak hukum mulai 

dibenahi atau berbenah diri; (2) peraturan-peraturan hukum yang jelas 

satu demu satu dikeluarkan; dan (3) kesadaran hukum masyarakat mulai 

dipicu.78 

Di dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 

1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja 

Pengadilan Agama untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan 

perkawinan bagi seseorang yang beragama Islam disebutkan bahwa akad 

 
78  Wasia Auto Seal Pehembtmgtm Htwit ؛wim Islam^ dalam Amtiillah Ahmad 

et.al, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional (Jakarta: Gema Insani Press, 

1996), Hal 55-56 
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nikah dilakukan oleh wali atau diwakilkan kepada PPN atau Pembantu 

PPN atau orang lain yang menurut PPN atau Pembantu PPN dianggap 

memenuhi syarat. Dalam pasal 23 disebutkan bahwa waktu akad nikah, 

calon suami atau wali nikah wajib menghadap PPN atau Pembantu PPN, 

dan dalam keadaan memaksa kehadirannya dapat diwakilkan oleh orang 

lain yang dikuatkan dengan surat kuasa yang disahkan PPN atau kepala 

perwakilan Republik Indonesia bila berada di luar negeri. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai 

hukum formil yang digunakan Hakim di Pengadilan Agama tampak 

masalah wali nikah belum didefinisikan secara ekplisit sebagai syarat dan 

rukun nikah. Permasalahan hanya disinggung batas minimal usia nikah, 

yaitu 19 tahun bagi lelaki dan 16 tahun bagi perempuan, dan harus adanya 

izin orang tua bagi yang belum bagi perempuan mencapai usia 21 tahun 

(lihat pasal 6 ayat 2-6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).79 

Perwalian dalam undang-undang ini bukan terkait dengan 

pernikahan, melainkan lebih pada hubungan orang tua/wali dengan anak 

ampuannya dalam masalah harta benda (bab X dan XI; pasal 45-54.  

Proses kemajuan hukum Islam pada akhirnya mencapai titik terang 

setelah dikeluarkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dasar 

 
79  Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 

2016), Hal  340. 
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hukumnya 

berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Keputusan 

Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991. Dengan dua instrumen hukum 

tersebut, KHI resmi menjadi hukum positif Islam Indonesia.80 

Sebagai hukum materil di seluruh Pengadilan Agama yang ada di 

Negara Republik Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, wali 

nikah secara tegas dimasukkan sebagai salah satu rukun nikah. Pasal 14 

menyebutkan sebagai berikut bahwa, untuk melaksanakan perkawinan 

harus ada; (a)calon suami; (b) calon Isteri; (c) wali nikah; (d) dua orang 

saksi; dan (e) ijab dan kabul.81 

Wali Nikah bertindak untuk menikahkan seorang perempuan sesuai 

dengan kewenangannya.82 Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 

telah dijelaskan tentang perwalian yakni pada pasal 50-54 yaitu: 

> Pasal 50 

1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau 

yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada 

di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. 

2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun 

harta bendanya.83 

 
80  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana 

telah diubah kedua kalinya Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
81  Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Peradilan Agama, Hal 1024. 
82  Pasal 20-23. Lihat Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Peradilan Agama, Hal 125-126 
83 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 50 



56 
 

 
 

> Pasal 51 

1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan 

kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat 

atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. 

2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau 

orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan 

berkelakuan baik. 

3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan 

harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan 

kepercayaan itu. 

4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada di bawah 

kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat 

5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di 

bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena 

kesalahan atau kelalaiannya. 

> Pasal 52 

Terhadap wali berlaku juga pasal 48 Undang-undang ini.84 

> Pasal 53 

1) Wali dapat di cabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut 

dalam pasal 49 Undang-undang ini. 

2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud 

 
84 Ibid, pasal 52 
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ayat (1) pasal oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.85 

 

> Pasal 54 

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda 

anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga 

tersebut dengan keputisan Pengadilan, yang bersangkutan dapat di 

wajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.86 

Pada pasal 51 ayat 2 di atas menyatakan adanya syarat wali dengan 

kriteria dewasa, tidak dijelaskan secara pasti pengertian mengenai 

kedewasaan seseorang. Namun, dalam Undang-Undang Perkawinan 

Nomor 1 Tahun 1974 ini menyatakan mengenai batasan-batasan umur 

seseorang dalam melakukan perbuatan hukum. Yakni terdapat pada 

beberapa pasal sebagai berikut: 

a. Pasal 6 ayat 2 menyatakan, bahwa izin orang tua bagi orang yang 

melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun. 

b. Pasal 7 ayat 2 menyatakan, bahwa umur minimal diizinkannya 

seseorang ke pengadilan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu 

pria 19 tahun dan wanita 16 tahun. 

c. Pasal 47 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 

18 tahun atau belum pernah kawin, berada di dalam kekuasaan orang 

tua. 

 
85 Ibid, pasal 53 
86 Ibid, pasal 54 
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d. Pasal 50 ayat 1 menyatakan, bahwa anak yang belum mencapai umur 

18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada di dalam 

kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali. 

Menurut Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk 

melaksanakan sebuah perkawinan terdapat syarat dan rukun yang harus 

dipenuhi. Diantara syarat dan rukun tersebut salah satunya adalah adanya 

seorang wali nikah. Suatu perkawinan tidak dianggap sah apabila tidak 

ada wali yang menikahkannya. Dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam 

mengenai perwalian pada pasal 19 sampai 23, yakni sebagai berikut: 

> Pasal 19 

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus 

dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk 

menikahkannya. 

> Pasal 20 

1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. 

2) Wali nikah terdiri dari: 

a. Wali nasab; 

b. Wali hakim. 

> Pasal 21 

1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai 

erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 
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Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat 

saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan 

keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni 

saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-

laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, 

saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. 

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa 

orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling 

berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya 

dengan calon mempelai wanita. 

2) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang 

paling berhak menjadi wali nikah ialah karabat kandung dari 

kerabat yang seayah. 

Sama halnya dengan penjelasan Undang-Undang 

perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, bahwa dalam Kompilasi 

Hukum Islam ini juga tidak menjelaskan secara pasti mengenai 

kriteria dewasa atau baligh dalam syarat perwalian. Namun pada 

pasal 98 ayat 1 menyatakan bahwa, batas usia anak yang mampu 

berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang 

anak terebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah 

melangsungkan perkawinannya. 

Melihat dari kedua perundang-undangan di atas menyatakan 
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adanya perbedaan dalam membatasi usia kedewasaan, dalam Undang- 

Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan dengan batasan 

usia kedewasaan 18 tahun, kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam 

menyatakan dengan batasan usia kedewasaan 21 tahun. Dalam hal ini, 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan 

dengan batasan usia kedewasaan 18 tahun sesuai atau sama dengan 

batasan usia yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

3. Wali Nikah dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif 

Menurut hukum Islam Perkawinan itu sah jika sudah memenuhi 

syarat dan rukunnya, yang menjadi syarat perkawinan ialah adanya kata 

sepakat diantara pihak-pihaknya, calon suami isteri sudah baliq atau 

dewasa dan tidak ada hubungan atau halangan yang dapat merintangi 

perkawinannya. Sedangkan yang menjadi rukun perkawinan ialah adanya 

calon, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan adanya ijab qobul. 

Jadi wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Imam Maliki dan 

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali adalah salah satu rukun perkawinan 

dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada Wali.87 

 
87  Mahmud Junus, Perkawinan Dalam Islam, Jakarta, Penerbit Bulan Bintang, 

1964, h. 53 
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Dengan berdasarkan pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi’i itu, 

suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang 

mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya 

wali dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan yang tidak dapat 

ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. Sehingga jika 

mempelai wanita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal 

walinya tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap 

dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim. 

Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat 

berperan untuk melindungi kaum wanita dari kemungkinan yang 

merugikan dalam kehidupan perkawinannya.88 Betapa besar artinya wali 

dalam perkawinan menurut Hukum Islam,sehingga perkawinan itu tidak 

akan sah jika tidak disertai seorang wali. Ijab yang diucapkan seorang 

dalam kedudukannya sebagai wali, yang memegang peranan di dalam 

perkawinan yang dilangsungkan. 

Disamping itu manusia memerlukan interaksi dengan Tuhannya 

untuk dapat menyadari tugasnya sebagai manusia yang ber-Ketuhanan, 

sehingga dalam kehidupan manusia berusaha merealisasikan norma-

norma agamanya menurut petunjuk kitab suci termasuk pula didalamnya 

kehidupan perkawinannya. Dalam Agama Islam, masalah perkawinan 

tidak dapat dipisahkan dari peranan wali dalam melaksanakan 

perkawinan. 

 
88 Abdullah Kelib, Op. Cit, h. .8 
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Pernikahan seperti dipahami dari kebanyakaan pendapat fuqaha 

adalah ikatan yang bertujuan menghalalkan antara seseorang laki-laki dan 

seseorang wanita yang sebelumnya tidak halal. Dalam pandangan Islam 

bukan halal nya hubungan kelamin itu saja yang menjadi tujuan tertinggi 

seseorang, tetapi bertujuan untuk mendapatkan keturunan secara sah 

dalam rangkaian melanjutkan generasi di samping supaya suami istri 

dapat membina kehidupan yang tentram lahir dan batin atas dasar 

mencintai dan mengasihi dalam suatu rumah tanggga yang sakinah 

(bahagia).89 

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 Wali nikah dalam 

perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai 

wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Akad nikah dilakukan oleh 

wali sendiri atau diwakilkan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau 

orang lain yang menurut Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dianggap 

memenuhi syarat. Akad nikah dilangsungkan di hadapan Pegawai 

Pencatat Nikah (PPN), yang mewilayahi tempat tinggal calon istri dan 

hadiri oleh dua orang saksi. Apabila akad nikah dilaksanakan diluar 

ketentuan diatas, maka calon pengantin atau walinya harus 

memberitahukan kepada pegawai pencatat nikah (Pasal 23 PMA. No 3 

Tahun 1975) 

Dalam perundang-undangan di Indonesia perwalian pernikahan 

diatur pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

 
89 Beni Ahmad Saebani, ”fiqh munakahat 1”, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), h.126 
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Perkawinan yang mengatur sebagai berikut: 1. Untuk melangsungkan 

perkawainan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, harus 

mendapat izin dari kedua orang tua (pasal 6 ayat 2). 2. Dalam hal salah 

seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya (pasal 6 ayat 3) 3. Dalam hal 

kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu 

menyakatan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, yang mempunyai 

hubungan darah dalam garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan 

dalam keadaan dapat menyakan kehendaknya.90 

Perwalian di dalam Hukum Islam, selain dapat dilakukan atas 

orang dan atas harta benda, di dalam Hukum Islam masih dikenal adanya 

perwalian yang tidak dikenal di dalam Undang-Undang Perkawinan dan 

KUH-Perdata, yaitu perwalian di dalam perkawinan. Perwalian atas orang 

dan perwalian atas harta benda di dalam keadaan tertentu, hakim 

Pengadilan dapat menunjuk seorang untuk menjadi wali. Sedang 

perwalian dalam perkawinan, hakim Pengadilan tidak dapat menunjuk 

seorang untuk menjadi wali, walaupun dalam keadaan tertentu wali itu 

bisa digantikan dari instansi, yaitu KUA yang disebut wali hakim. 

F. Maqashid Syariah 

1. Pengertian Maqashid Syariah 

Secara etimologi maqashid syari’ah berasal dari dua kata, yaitu 

 
90  Idris Pramulya, Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara 

Peradilan Agama, zakat menurut Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, Hal 8-9. 
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maqashid dan syari’ah. Untuk mendapat pemahaman yang utuh dan 

mendalam, perlu dipaparkan penjelasan dua kata tersebut sebelum 

dijelaskan istilah maqashid syari’ah. 

Maqashid berasal dari maqshid yang merupakan bentuk mashdar 

mimi dari fi’il madhi qashada. Secara bahasa qashada memiliki beberapa 

arti di antaranya al-i’timad (keteguhan), al-‘adl (keadilan), ityan as-syai’ 

(menuju sesuatu), al-iqtishad dan istiqamah at-thariq (jalan yang lurus)91. 

Tiga makna tersebut menunjukkan bahwa qashada mengandung makna 

berpegang pada jalan yang lurus dan memiliki keteguhan dalam 

menjalaninya. Kata tersebut juga mengisyaratkan nilai keadilan yang 

seyogyanya tercermin dari setiap ucapan dan tindakan92. 

Sedangkan syariah memiliki makna yang cukup beragam dari sisi 

etimologi. Salah satunya adalah al-maalladzi tasyra’u fihi al-dawab (sumber 

air minum hewan dari tempat air mengalir). Sebagaimana yang diterangkan 

dalam sabda nabi yang berbunyi fa asyra’a naqatahu yang mengandung 

makna (lalu ia memberi minum untanya dengan mendekatkan merka ke 

tempat air mengalir). Selain itu syari’at juga mengandung makna awdhaha 

(menjelaskan), bayan al- masalik (menunjukkan jalan) dan thariqah al-

mustaqim (jalan yang lurus)93. Sedangkan dari sisi terminologi, syari’at 

adalah ketentuan dari Allah SWT yang wajib diikuti setiap muslim 

menyangkut hukum-hukum yang jelas dalam setiap aspek kehidupan. 

 
91 Ibnu Al-Manzhur, Lisan Al-’Arobi, Dar Shodir, 1995. 10: Hal  273. 
92 Ahmad Sarwat, Maqashid Syari’ah  (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).  Hal 10. 
93 Muhammad bin Ahmad Al-Yubi, Maqashid Syari’ah Al-Islamiyah Wa ’Alaqutaha Bi 

Al-Adillah As-Syari’ah, 1st ed. (Riyadh: Dar Al- Hijroh, 1998). Hal 29. 
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Ketentuan tersebut sangat jelas dan lurus dan amat dibutuhkan manusia 

sebagaimana kebutuhan makhluk hidup kepada air94. 

Berdasarkan pengertian maqashid dan syariah di atas dapat 

disimpulkan bahwa maqashid syari’ah secara umum adalah tujuan 

diturunkannya aturan dan ketentuan Allah SWT dalam Al-Qur’an dan 

Hadits yang konsisten dengan nilai keadilan, moderat dan membawa umat 

ke arah jalan yang lurus. Secara lebih rinci, terdapat beberapa keterangan 

ulama yang menjelaskan tentang defenisi maqashid syari’ah. Di antaranya 

adalah paparan Muhammad Tahir bin ‘Asyur berikut ini: 

Artinya: Berbagai makna dan hikmah yang diperhatikan oleh 

pembuat syari’at (Allah SWT) dalam setiap penetapan syari’at atau 

sebagian besarnya dan hikmah dan makna tersebut tidak hanya terbatas pada 

jenis tertentu di antara seluruh hukum syari’at95. 

Keterangan Ibnu ‘Asyur di atas mengisyaratkan bahwa setiap aturan 

yang ditetapkan dalam syari’at memiliki hikmah tersirat yang dijaga dan 

dipelihara oleh Allah SWT. Hikmah tersebut tercermin dari seluruh aturan 

secara umum demi kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang dimaksud 

bukan hanya terbatas pada kehidupan manusia di dunia, melainkan 

termasuk kehidupan akhirat. Sebagaimana penjelasan Muhammad Ali 

Jibran berikut ini: 

 
94 Al-Yubi. Ibid. Hal 30. 
95  Muhammad Thahir bin ’Asyur, Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah (Doha: 

Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, 2004). 3: Hal 163. 
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يعةَلتحقيقهاَلمصلحةَالعبادَفيَالدارين 96َالغاياتَالتيَأنزلتَالشر

Artinya: Beberapa tujuan yang diturunkan melalui penetapan 

syari’at untuk dijalankan dan diwujudkan demi kemaslahatan manusia di 

dua alam (dunia dan akhirat). 

 

Pendapat Ali Jibran di atas menjadi pelengkatp keterangan Ibnu 

‘Asur mengenai substansi maqashid syari’ah. Tujuan luhur yang terdapat 

dalam setiap ketentuan yang Allah SWT turunkan. Melalui perwujudan 

akan tujuan tersebut, kemasalahatan manusia dapat diwujudkan untuk 

kehidupan dunia dan akhirat. 

2. Pembagian Maqashid Syari’ah Berdasarkan Tingkatannya 

Ulama mengklasifikasikan maqashid syari’ah berdasarkan 

ketergantungan manusia terhadap mashlahat yang terkandung dalam 

syari’at97. Karena tujuan yang terkandung dalam setiap aturan syari’at 

memiliki kadar kamaslahatan yang berbeda. Dalam menjelaskan kadar 

kemaslahatan tersebut, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai 

tingkatan maqashid syari’ah. 

Sebagian ulama mengklasifikasikannya menjadi lima tingkatan 

yaitu dharurat, hajat, manfa’at, zinah dan fudul. Salah satunya pandangan 

Imam As- Suyuthi berikut ini: 

Darurat adalah kondisi yang mencapai batas dengan ketentuan jika tidak 

mendapatkan hal yang dilarang terjadi kehancuran atau keadaan yang 

mendekati kebinasaan. Dalam keadaan tersebut diperbolehkan melanggar 

 
96 Muhammad ’Ali Jibran, Maqashid As-Syari’ah (Damaskus: Dar Fikr, 2006). Hal 10. 
97 Sarwat, Maqashid Syari’ah. Op.Cit. Hal 14. 
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hal yang haram. Sedangkan hajat diumpamakan seperti seseorang yang 

kelaparan dan jika ia tidak mendapatkan makanan akan terjadi kesulitan dan 

kepayahan, namun tidak mengakibatkan kehancuran. Dalam kondisi ini 

tidak diperkenankan melanggar keharaman, melainkan diberikan 

keringanan seperti membatalkan puasa. Selanjutnya manfaat dimisalkan 

dengan seseorang yang mengehendaki roti berbahan gandum, daging 

kambing dan makanan yang mengandung lemak. Zinah bermakna hiasan, 

penerapannya dicontohkan dengan seseorang yang menghendaki gula, 

manisan dan pakaian berbahan sutra. Adapun fudul tercermin dari 

menkonsumsi hal haram dan syubhat secara berlebihan98. 

Pandangan Imam Jalaluddin As-Suyuthi di atas mengklasifikasikan 

maqashid syari’ah secara rinci dan detail. Akan tetapi dari lima poin di atas, 

antara manfa’at dan zinah terdapat kemiripan dari sisi substansi. Sedangkan 

fudhul merupakan tindakan berlebihan yang bertentangan maqashid 

syari’ah. 

Berbeda dengan As-Suyuthi, ulama lain berpandangan maqashid 

syari’ah terklasifikasi dalam tiga tingkatan. Salah satu ulama yang 

mengemukakan hal ini adalah Imam Abu Hamid Al-ghazali, ia membagi 

maqshid syari’ah menjadi dharuriyat, hajjiyat dan tahsiniyat99. Klasifikasi 

ini merupakan konsepsi yang paling terkemuka dalam pembahasan 

maqashid syari’ah. Selain Al-Ghazali, pendapat ini juga didukung ulama 

 
98 Al-Suyuthi, Al-Asybah Wa An-Nazhair  (Lebanon: Dar Kutub al-’Ilmiyah, 1990). Hal 

172. 
99 Abu Hamid Al-Ghazali, Al-Mustashfa Min ’Ilm Al-Ushul, ed. Hamzah bin Zahir Hafizh 

(Madinah: Fakultas Syari’ah, Universitas Madinah, 2008). 2: Hal  481. 
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terkemuka lainnya seperti As-Syathibi, Ibnu ‘Asyur dan Wahbah Zuhaili100. 

Mengenai dharuriyat ulama di atas mengutarakan pandangan yang 

tidak jauh berbeda dengan As-Suyuthi. Maqashid dhaririyat dipandang 

sebagai pemeliharaan terhadap kemaslahatan dunia dan akhirat. Dengan 

ketentuan jika maqashid tersebut tidak terpelihara, akan terjadi kekacauan 

yang melahirkan kebinasaan dalam kehidupan manusia dan menghilangkan 

kenikmatan di akhirat101. 

Penerapan maqashid dharuriyah tercermin dari penjagaan terhadap 

sisi esensial dari lima aspek penting kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, 

akal, harta dan keturunan. Seperti hukuman had bagi orang yang murtad dan 

kewajiban berjihad dalam mempertahankan agama sebagai bentuk 

perlindungan terhadap ajaran Islam. Ancaman qishash bagi pelaku 

pembunuhan sebagai bentuk pemeliharaan akan jiwa. Larangan meminum 

khamr beserta hukumannya sebagai wujud penjagaan akal. Larangan 

mencuri beserta hukuman hadnya untuk menjaga harta dan kepemilikan 

manusia. Selanjutnya larangan berzina beserta hukuman hadnya demi 

menjaga keturunan dan keberlangsungan nasab102. 

Tanpa pemeliharaan akan unsur dharuriyat, akan terjadi kekacauan 

dan kebinasaan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu menjaga unsur 

dharuriyat merupakan perkara yang amat diprioritaskan dalam penerapan 

 
100 As-Syathibi, Al-Muawafaqat (Damaskus: Dar Fikr, 2006) 2: 8; Muhammad Thahir bin 

’Asyur, Op.Cit. 3: 231 ; Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Damaskus: Dar Fikr, 1986). 2: 

Hal 1020-1025. 
101 As-Syathibi, Al-Muawafaqat. Loc.Cit. 
102  Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Loc.Cit. 
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syari’at. Aspek-aspek lain dapat dikesampingkan dalam kondisi dharurat, 

yaitu terancamnya maqashid dharuriyat sehingga daat mengancam 

keberlangsungan hidup manusia dan keselamatannya di akhirat. 

Selanjutnya maqashid hajjiyat merupakan hal-hal yang secara 

umum dibutuhkan dalam kehidupan. Akan tetapi ketiadaan perkara ini tidak 

mengakibatkan munculnya kondisi darurat atau potensi kebinasaan. Secara 

lebih rinci, Ibnu ‘Asyur menuturkan yang artinya: (Hajjiyat) adalah perkara 

yang pemenuhannya dibutuhkan oleh masyarakat untuk mewujudkan 

kemaslahatan dan keteraturan dengan baik. Dengan ketentuan jika perkara 

tersebut tidak terpelihara keteraturan tidak rusak, namun mendatangkan 

kekacauan. Oleh karena itu, perkara ini tidak dikategorikan dharuriyat103. 

Pandangan di atas menegaskan posisi hajjiyat sebagai tingkatan 

kedua di antara tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam syari’at. Meskipun 

tingkat kebutuhan teerhadap hajjiyat tidak sekuat dharuriyat, keberadannya 

tetap dibutuhkan untuk menghilangkan kesukaran. Sebagaimana Wahbah 

Zuhaili menjelaskan bahwa hajjiyat adalah kemaslahatan yang dibutuhkan 

manusia untuk mendatangkan kemudahan bagi mereka. Akan tetapi 

hilangnya perkara tersebut tidak mengakibatkan kerusakan aturan hidup 

manusia, hanya saja mendatangkan kesulitan (masyaqqah). Oleh karena itu, 

posisinya satu tingkat berada di bawah dharuriyat. 

Penerapan hajjiyat dapat dilihat dari keringanan dan kemudahan 

bagi setiap muslim yang menjalankan syari’at. Misalnya dalam perkara 

 
103  Muhammad Thahir bin ’Asyur, Maqashid As-Syari’ah Al-Islamiyah. Op.Cit. Hal.241. 
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ibadah terdapat rukhshah jama’ dan qashar shalat dalam kondisi 

safar/bepergian yang memenuhi syarat (89 km menurut Jumhur Ulama) atau 

diperbolehkannya mendirikan shalat dengan posisi duduk ketika tidak 

mampu berdiri dan gugurnya kewajiban shalat bagi wanita yang sedang 

haid. Adapun contoh dalam perkara munakahat adalah diperkenankan 

menjatuhkan thalaq karena alasan dharurat. Sedangkan dalam 

perkara pidana, diperkenankannya seorang wali dari korban pembunuhan 

memaafkan pelaku. 104 

Hilangnya beberapa hal diatas akan mendatangkan kesukaran 

dalam menjalankan ajaran agama. Oleh karana itu, keberadaanya amat 

dibutuhkan sebagai bentuk kemudahan dari Allah SWT. Setelah maqashid 

hajiyat, terdapat maqashid tahsiniyat yang melengkapi keagungan syari’at 

Islam. 

Selanjutnya adalah maqashid tahsiniyat yang memberi perhatian 

kepada perkara yang dipandang elok menurut adat dan menjauhi perkara 

yang tercela menurut akal. Sebagaimana paparan Wahbah Zuhaili berikut 

ini yang artinya: Maqashid tahsiniyat adalah berbagai kemaslahatan yang 

dibutuhkan oleh kemuliaan dan dimaksudkan untuk mengaplikasikan 

kebaikan-kebaikan adat dan kemulian akhlak. Seandainya perkara ini 

hilang, tatanan kehidupan manusia tidak mengalami kerusakan 

sebagaimana ketiadaan dharuriyat dan tidak menimbulkan kesukaran 

sebagaimana ketiadaan hajjiyat. Akan tetapi kehidupan manusia akan 

 
104 Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami. Op.Cit. Hal 1022. 
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menjadi tidak elok menurut orang-orang yang memiliki akal jernih. Oleh 

karana itu ia (hajjiyat) menempati posisi ketiga dalam maqashid 

syari’ah. 

Penerapan maqashid hajjiyah dapat dilihat dalam beberapa aspek. 

Misalnya dalam persoalan ibadah dianjurkan menggunakan pakaian terbaik 

dengan memperhatikan keindahan. Selanjutnya dalam mu’amalah dilarang 

menjual dan membeli najis. Adapun dalam bidang munakahat dianjurkan 

berlemah-lembut dan berprilaku baik terhadap pasangan. Sedangkan dalam 

‘adat dianjurkan makan dan minum dengan mematuhi adab yang 

diperintahkan agama105. 

3. Metode Penetapan Maqashid Syari’ah 

Dalam menentukan maqashid syari’ah dari suatu ketentuan dalam Islam, 

terdapat beberapa metode yang digariskan ulama. Berikut ini adalah 

beberapa metode untuk menggali maqashid syari’ah: 

a. Istiqra’ (induksi) terhadap ketentuan yang terdapat dalam syari’at 

Istiqra’ (induksi) adalah upaya untuk menghimpun berbagai data 

khusus yang berkaitan dengan suatu masalah, kemudian ditarik 

kesimpulan yang bersifat umum106. Metode ini terbagi ke dalam dua 

jenis, yaitu107: 

1) Istiqra’ mengenai beberapa persoalan yang telah diketahui 

‘illatnya. Yaitu melalui penghimpunan beberapa ‘illah hukum 

 
105 Wahbah Zuhaili. Ibid. Hal 1023 
106 Miza Nina Adlini et al., “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka,” Edumaspul: 

Jurnal Pendidikan 6, no. 1 (2022): Hal 80, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394. 
107 Muhammad Thahir bin ’Asyur, Op.Cit. Hal. 56-57. 

https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394
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yang memiliki kesamaan, sehingga dapat ditarik suatu hikmah dari 

ketentuan tersebut. 

Contoh: Seorang muslim dilarang untuk meminang wanita 

yang telah dipinag oleh saudaranya sebagaimana terdapat larangan 

menwar dagangan yang telah ditawar orang lain. Dua larangan 

tersebut merupakan bentuk pemeliharaan moral dan penjagaan 

terhadap hak-hak sesama manusia yang dapat menjaga 

keharmonisan interaksi sosial. Dengan demikian dapat dipahami 

bahwa maqashid syari’ah dari larangan tersebut adalah memelihara 

ikatan persaudaraan dan silaturahmi. Berdasarkan maqashid 

syari’ah tersebut dapat disimpulkan jika pelamar pertama telah 

memberi izin, melamar permepuan tersebut diperkenankan 

sebagaimana menawar dagangan dengan izin penawar pertama. 

 

2) Istiqra’ terhadap lafazh-lafazh Al-Qur’an yang memiliki makna 

yang sama. 

3) Istiqra’ terhadap hadits-hadits yang mutawatir. 

b. Menggali ‘Illah dari Perintah dan Larangan 

‘Illah adalah karakter tertentu pada suatu perkara yang 

menetukan keberlakuan dari suatu hukum. As-Syatibi memaparkan 

bahwa maqashid syari’ah hanya dapat disimpulkan setelah ‘illat dari 

suatu perkara diketahui. Sedangkan jika ‘illatnya belum diketahui, maka 
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tidak dapat disimpulkan maqashid syari’ahnya108. 

Metode ini menekankan penetapan maqashid berdasarkan 

beberapa pertanyaan mendasar untuk mengetahui makna tersembunyi 

dari suatu perintah dan larangan. Misalnya mengapa hal ini dilaranga? 

atau mengapa hal itu diperintahkan? Melalui pembahasna tersebut, As-

Syathibi menjadikan pemahaman ‘illat sebagai landasan penetapan 

maqashid syari’ah. Meskipun demikian, ia tidak menyatakan ‘illat 

sebagai maqashid, melainkan tanda atau isyarat yang mengarahkan 

kepada maqashid109. Misalnya, keharaman mengkonsumsi khamr 

karena ada karakter memabukkan pada minuman tersebut. 

Adapun maqashid dari larangan mengkonsumsi khamr adalah menjaga 

dan memelihara akal. 

c. Memahami Maqashid Ashliyah dan Maqashid Tab’iiyah 

Semua ketetapan syari’at, ibadah maupun mu’amalah, memiliki 

tujuan yang bersifat pokok (maqshud al ashli) dan yang bersifat turunan 

(maqashid at tabi’ah). Dalam syari’at nikah misalnya, yang menjadi 

maqshud al ashli adalah kelestarian manusia lewat perkembang-

biakkan (at tanasul). Sementara setelahnya, terdapat beberapa 

maqashid turunan (tabi’ah) seperti mendapatkan ketenangan (as-

sakinah), tolong-menolong dalam kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, 

penyaluran hasrat biologis manusiawi (al istimta’) secara halal, 

 
108 As-Syathibi, Al-Muawafaqat. Op.Cit. 394. 
109  Muhammad Aziz and Sholikah, “Metode Penetapan Maqashid Syari’ah: Studi 

Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi,” Ulul Albab:Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): Hal 160, 

https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655. 

https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2655
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membentengi diri dari terpaan fitnah, dll, semua itu merupakan 

akumulasi dari maqashid at-tabi’ah dalam syari’at nikah110. 

Dari semua maqashid itu, ada yang diungkapkan secara 

eksplisit oleh nash (manshush), ada yang sebatas isyarat yang 

mengindikasikan kepada maqashid, dan ada pula yang dipahami dari 

dalil-dalil lain atau disimpulkan berdasarkan penelusuran secara 

induktif (maslak al istiqra’) dari nash-nash yang ada. Maka 

keberadaan semua maqashid yang bersifat turunan ini dianggap sebagai 

kehendak Allah (maqshud asy-syar’i) yang berfungsi untuk 

menguatkan dan menetapkan eksistensi maqshud al-ashli. Bahkan 

lebih jauh, semua maslahat yang muncul secara empirik dari syari’at 

nikah sekalipun tidak manshush, diposisikan sebagai penguat terhadap 

maqshud ashli111. Dengan demikian, semua hal yang 

bertentangan terhadap semua maqashid baik ashli maupun tabi’ah, 

baik maslahat yang manshush maupun maslahat yang empirik, 

dianggap menyelisihi maslahah dan maqshud asy-syar’i. 

 
 

G. Tinjauan Penelitian Yang Relevan 

Telah banyak ditemukan sejumlah penelitian yang mengkaji seputar 

pengesahan  pernikahan dengan wali muhakkam  yang berbentuk jurnal ilmiah, 

skripsi, thesisi dan disertasi. Akan teteapi di antara kajian yang telah dilakukan 

 
110  Mohammad Toriquddin, “Teori Maqashid Syari’ah Perspektif Ibnu ’Asyur,” Ulul 

Albab: Jurnal Studi Islam 14, no. 2 (2013): Hal 61- 62, https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d. 
111 Toriquddin. Ibid. 

https://doi.org/10.1093/nq/s4-VI.133.61-d
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oleh akademisi, belum ditemukan yang menganalisa tentang pelaksananan 

pernikahan dengan wali muhakkam di Kota Dumai. Di antara karya-karya 

akademis yang membahas pernikahan dengan wali muhakkam  adalah: 

1. Jurnal Moh. Bahropin Hafid (2021) dengan judul Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Wewenang Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam 

Pernikahan Bawah Tangan yang diterbitkan di Jurnal Familia: Hukum 

Keluarga dengan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat permasalahan 

pernikahan yang terjadi di Desa Tolai terkait perwalian, seorang imam 

masjid menikahkan seorang gadis dengan pasangannya karena gadis 

tersebut tidak memiliki wali nasab atau wali mujbir karena mualaf, 

melihat kejadian ini imam masjid  mengambil langkah untuk menikahkan 

kedua pasangan tersebut  tanpa adanya pencatatan perkawinan yang sah 

menurut undang-undang sebagaimana tertera dalam undang-undang  

nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 2 yang 

berbunyi: tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

2. Jurnal Fatahuddin Aziz Siregar (2023) dengan judul Analisis Yuridis 

terhadap Isbat Nikah dengan Wali Muhakkam (Studi Kasus Putusan 

Pengadilan Agama Pandan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021) yang 

diterbitkan di Jurnal Pendidikan Tambusai dengan hasil yang 

menunjukkan bahwa pertimbangan penetapan nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn 

Tahun 2021 dalam penetapan itsbat nikah sirri oleh Wali Muhakkam yang 

dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah bahwa wanita jika 
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memberikan kuasa kepada seorang yang bukan walinya, namun orang 

tersebut mengerti tentang ajaran Islam, seperti Tokoh Agama di suatu 

Desa, guru agama dan lainnya untuk menikahkannya sesuai aturan Islam, 

maka pernikahan tersebut dikategorikan sah dalam ajaran Islam. Analisis 

Yuridis Terhadap Penetapan Nomor: 55/Pdt.P/Pa.Pdn Tahun 2021 

terhadap Penetapan Itsbat Nikah Sirri oleh Wali Muhakkam yang 

dilakukan Pengadilan Agama Pandan adalah berdasarkan hukum positif 

berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan 

bahwa isbat nikah dapat dilakukan terhadap perkawinan yang dilakukan 

secara sah dan menurut agama dan kepercayaannya itu. 

3.  Jurnal KHULUQIYYA, Vol 3 No 1 Bulan Januari 2021 yang ditulis oleh 

Ahsin Dinal Mustafha dengan judul Corak-corak Putusan Hakim 

Terhadap Putusan Pernikahan Dengan Wali Muhakkam, adapun 

kesimpulan dari tulisan tersebut adalah putusan-putusan yang terkait 

dengan wali muhakkam yang dinikahkan melalui permohonan itsbat nikah 

dari nikah sirri tidak semuanya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan 

Agama. Terdapat beberapa kecenderungan bahwa jika pihak perempuan 

tidak memiliki wali nasab, maka hakim akan menerima permohonan itsbat 

nikah para pemohon. Akan tetapi, jika pihak perempuan masih memiliki 

ayah kandung namun non muslim, maka akan ada kecenderungan 

permohonan itsbat nikah dengan menggunakan wali muhakkam akan 
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ditolak oleh Majelis Hakim, karena ketiadaan wali menjadi salah satu 

masalah yang signifikan dalam putusan. 

4. Jurnal Nabhani Yustisi (2023)  dengan judul Keabsahan Wali Muhakkam 

Pada Pernikahan Sirri yang diterbitkan di jurnal Enlecturer: Journal of 

Islamic Studies  Article dengan hasil yang menunjukkan bahwa terkait 

keabsahan wali muhakkam dalam pernikahan siri, wali muhakkam dalam 

pernikahan yang dibolehkan baik secara hukum Islam dan hukum positif 

adalah KUA yang diberikan amanat oleh Menteri Agama Republik 

Indonesia. Walaupun banyak dalam masyarakat yang melakukan 

pernikahan sirri bukan di KUA sehingga nikah yang dilakukan adalah 

tidak sah. 

5. Pada Sakena Jurnal Hukum Keluarga Vol. 5, Nomor 1 Tahun 2020, 

dengan Judul Wali Muhakkam Dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia 

yang di kemukakan oleh seorang Dosen Fakultas Syari’ah UIN Imam 

Bonjol yang bernama Fitra Nelli, dalam hasil tulisan dikemukakan bahwa 

perkara isbat nikah yang berjumlah 60.231 perkara di Tahun 2019 dapat 

dibatalkan atau diproses, kemudian diteruskan menjadi sebuah putusan 

pengadilan agama apabila memenuhi syarat pernikahan dan juga harus 

memenuhi syarat administrasi. 

6. Jurnal Mohammad Febry Rahadian, Gusti Muzainah Dan Jalaluddin 

(Tahun 2024) yang berjudul Rekonstruksi Fikih Wali Muhakkam Dalam 

Perkara Pengesahan Nikah, yang diterbitkan Al Qalam: Jurnal Ilmiah 

Keagamaan Dan Kemasyarakatan, dikemukakan bahwa latar belakang 
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terjadinya pernikahan dengan berwalikan muhakkam yang dilakukan 

pemohon I dan Pemohon II di Kecamatan Martapura  Kabupaten Banjar 

diakhir bulan Oktober 2019 adalah pemohon II seorang muallaf dan tidak 

ada wali nikahnya, lantas mengangkat seseorang untuk menjadi wali 

dengan muhakkam. Dalam menegakkan ajaran agama tetap harus 

dikedepankan tetapi tidak harus menabrak rambu-rambu dan aturan 

syariah yang lainnya. Dalam jurnal ini juga dikemukan beberapa pendapat 

imam fikih yang tertulis dalam bebarapa  kitab fikih klasik dengan 

kesimpulan bahwa pernikahan dengan cara wali muhakkam memang 

belum terhapus dari kitab fikih dan sering dikabulkan oleh para hakim 

dengan dasar kemaslahatan dan pendapat fikih tentang keabsahannya. 

Pengabulan nikah tersebut secara tidak langsung juga menghambat tujuan 

dan fungsi hukum dalam perkawinan. Kasus-kasus yang terjadi dalam 

jurnal ini juga ada kemiripan dengan apa yang ditulis dalam tulisan ini, 

tentunya dengan kasus dan solusi-solusi yang mengedapankan peraturan 

yang ada. 

7. Jurnal Siti Aisyah Dan Silvia Airin (Tahun 2018) yang berjudul 

Pernikahan dengan Wali Muhakkam dalam perspektif Maqashid Al-

Syariah; Studi kasus di kalangan mahasiswa di Kota Malang, yang 

diterbitkan INTAJ: Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj, dikemukakan bahwa 

pada saat ini latar belakang terjadinya pernikahan dengan berwalikan 

muhakkam yang dilakukan pada mahasiswa dan masyarakat salah satu 

penyebabnya menghindari terjadi perzinahan dengan mengedepankan 
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dalil dari maqashidus syariah yaitu hifdh al-dinn (menjaga agama), hifdh 

al-nafs (menjaga jiwa) dan hifdh al-nasl (menjaga keturunan). Meskipun 

terdapat sisi mudharat pada praktek pernikahan ini, namun sisi 

mudharatnya akan lebih besar/bahaya jika tidak dilakukan pernikahan 

tersebut. Selayaknya dalam tataran menjaga agama tetap harus 

dikedepankan tanpa harus menabrak rambu-rambu dan aturan hukum 

syariah yang lainnya. Jurnal ini juga bisa dijadikan landasan dan teori 

berfikir dalam tesis ini. 

8. Fitri Nelli (2020) yang berjudul “Wali Muḥakkam dan Keabsahan 

Perkawinan di Indonesia (Studi Kasus Putusan Permohonan Isbat Nikah 

No.0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan”. Fitri Nelli menjelaskan bahwa 

Pelaksanaan wali nikah yang walinya berbeda agama harusnya 

menggunakan wali hakim, namun dalam satu perkara penetapan isbat 

nikah nomor 0013/Pdt.P/2015/PA.Tbnan majlis hakim mengabulkan 

permohonan isbat nikah para pemohon yang menggunakan wali 

muḥakkam. Pertimbangan majlis hakim mengabulkan dengan alasan jarak 

yang sangat jauh dari KUA setempat, alasan perkawinan dinilai masuk 

kepada alasan/hujjah shariyyah, karena perempuan muallaf dan tidak 

memiliki wali. Perkawinan wali muḥakkam tidak dibenarkan apabila 

masih adanya wali nasab dan wali hakim, namun para pihak dapat 

mengajukan isbat nikah dan diputuskan nanti oleh pertimbangan majlis 

hakim untuk kasus tertentu untuk dapat pengesahan atas perkawinan wali 

muḥakkam. 
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Di antara penelitian di atas belum ditemukan yang mengkaji tentang 

pengesahan  pernikahan dengan wali muhakkam di Kota Dumai . Oleh sebab 

itu penulis merasa tertarik membahas tentang Tinjauan Maqashid Syari’ah 

terhadap pengesahan  pernikahan dengan wali muhakkam di Pengadilan Agama 

Kota Dumai. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak 

memfokuskan pembahasan pada angka dan hasil riset yang bersifat kuantitatif. 

Melainkan berfokus pada data yang akan dianlisis secara naratif. Sedangkan 

dari sisi sumber data yang dijadikan acuan dalam penulisan, penelitian ini 

tergolong ke dalam lybrary research (penelitian kepustakaan)112. Sumber data 

kepustakaan digunakan karena inti persoalan yang diangkat dalam penelitian 

ini adalah beberapa peraturan, fatwa dan putusan pengadilan yang terkait 

dengan pengesahan pernikahan dengan wali muhakkam113. Tujuan dari 

penelitian ini adalah memahami konsep akademis tentang keutamaan di antara 

penerima pengesahan pernikahan dengan wali muhakkam berdasarkan literatur 

otoritatif dalam hukum Islam seperti kitab fikih, tafsir dan hadits serta peraturan 

yang berlaku. 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian studi kasus intrinsik. Pendekatan kualitatif dipilih karena masalah 

yang diteliti berkaitan dengan pemahaman mendalam tentang persepsi manusia, 

motivasi, dan pengalaman dalam konteks sosial-hukum yang spesifik. Jenis 

 
112 Farida Nugrahani, Metode Penelitian Kualitatif (Solo: Cakra Books, 2014). Hal 25. 
113 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam 

Menyelenggarakan Penelitian Hukum,” Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 8, no. 5 

(2021): Hal 32-33. 
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studi kasus intrinsik digunakan karena peneliti bertujuan untuk memahami 

secara mendalam kasus unik pelaksanaan putusan itsbat nikah dengan wali 

muhakkam di PA Kelas 1B Dumai dan persepsi para Penghulu KUA Kota 

Dumai terhadapnya. Studi ini juga mengadopsi unsur fenomenologi untuk 

menggali makna pengalaman subjek penelitian terhadap fenomena hukum yang 

diteliti..114. 

C. Sumber Data 

Tulisan ini merupakan bentuk penelitian kepustakaan (library research) 

dengan sumber data berikut ini: 

1. Data Primer, yaitu sumber utama untuk menganalisa masalah yang 

diteliti. Data ini diperoleh dari transkrip wawancara dan hasil observasi di 

Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama Kota Dumai dan beberapa 

pelaku/lakon wali muhakkam. 

2. Data Sekunder, yaitu sumber penjelas dari data utama yang diperoleh 

dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi 

Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Data ini diambil dari 

kitab fikih yang memuat penjelasan tentang pengesahan pernikahan 

dengan wali muhakkam dalam materinya. 

3. Data Tersier, merupakan penyempurna dari keterangan yang 

diperoleh dari data primer dan sekunder. Data tersier diperoleh dari 

kamus, ensiklopedia dan sumber lain yang relevan. 

 
114  Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah 

Keagamaan,” Jurrnal Teologi Berita Hidup 14, no. 1 (2021): Hal 1-13. 
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D.  Informan Penelitian  

Informan merupakan subjek penelitian yang menjadi juru kunci atau juru 

informasi atas fenomena, dinamika atau persoalan yang menjadi fokus 

penelitian.115 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan yang terdiri 

dari dua, yaitu hakim PA Dumai, Kepala/penghulu KUA Kota Dumai dan pelaku 

wali muhakkam. Hakim dipandang perlu diwawancarai karena memiliki 

wewenang mengadili perkara wali muhakkam. Sedangkan Kepala KUA 

merupakan pejabat yang berwenang mencatatkan pernikahan yang telah diitsbat 

oleh Pengadilan Agama.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penulisan ini adalah  

1.Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Teknik utama untuk menggali 

persepsi, pemahaman, pengalaman, dan evaluasi para Penghulu. Wawancara 

dilakukan cara semi-terstruktur dengan panduan pertanyaan yang fleksibel.  

2.Observasi: Observasi non-partisipan dilakukan di PA Dumai (pada sidang 

itsbat, jika memungkinkan) dan di KUA untuk memahami konteks kerja dan 

dokumen-dokumen yang digunakan. Observasi terhadap interaksi antara 

pihak PA dan KUA jika ada. 

3.Studi Dokumen: Analisis terhadap putusan-putusan itsbat nikah dengan wali 

muhakkam dari PA Dumai, peraturan perundang-undangan terkait (KHI, UU 

 
115 Martha & Kresno, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) , 

Hal. 36  
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Perkawinan, PMA), Buku/arsip panduan kerja Penghulu, dan dokumen 

administrasi nikah di KUA terkait kasus itsbat. 116. 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah content 

analysis. Yaitu menjadikan sumber primer berupa KHI sebagai acuan dan 

mengkajinya dengan sumber lain yang terkait seperti kitab fikih klasik dan 

jurnal untuk menjelaskan persoalan seputar pengesahan pernikahan dengan wali 

muhakkam . Selanjutnya pembahasan disusun dengan terstruktur untuk 

memperjelas masalah dalam penelitian ini. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dianalisis menggunakan 

model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi: 

1. Reduksi Data: Menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan 

mengategorikan data mentah dari transkrip wawancara, catatan observasi, 

dan dokumen. Data dikelompokkan ke dalam tema-tema seperti: 

"Pemahaman tentang Wali Muhakkam", "Prosedur Pelaksanaan", 

"Tantangan Operasional", "Persepsi Hukum Islam". 

2. Penyajian Data: Menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk narasi 

deskriptif, matriks, atau bagan alur untuk mempermudah pemahaman. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi: Melakukan interpretasi terhadap 

data yang disajikan untuk mencari makna, pola, hubungan, dan proposisi 

 
116 Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” Humanika 

21, no. 1 (2021): Hal. 33-34, https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075. 

https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075
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penelitian. Kesimpulan awal diverifikasi selama proses pengumpulan data 

berlangsung (member check) dan melalui diskusi dengan pembimbing. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjabaran teori, hasil penelitian dan pembahasan yang 

penulis lakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Proses itsbat diajukan dengan sebuah permohonan oleh suami-isteri 

atau pihak keluarga ke Pengadilan Agama melalui proses dan waktu 

yang panjang. Setelah mendapat hasil keputusan dari PA 

pemberkasan itsbat nikah dengan wali muhakkam  itu  akan diperiksa 

oleh  kepala KUA/Penghulu dengan teliti dan harus melengkapi data 

seperti KK, KTP, pas photo dan akte kelahiran/ijazah. Setelah ada data 

yang lengkap, maka  Kepala KUA/Penghulu bisa memasukkan data 

tersebut dalam Sistem Informasi Menikah (SIMKAH) Kementerian 

Agama RI untuk di cetakkan menjadi buku nikah atau model N. 

2. Secara hukum  para Kepala KUA/Penghulu dengan tegas memandang 

pernikahan dengan wali muhakkam sebagai pernikahan yang tidak 

sah, bahkan tidak  bisa dicatatkan.  Dan ada juga beberapa Kepala 

KUA/Penghulu Kota Dumai yang mengesahkan dan mencatatkan 

pernikahan itu dengan berwali muhakkam, pengesahan dan 

pencatatannya dalam bentuk buku nikah atau Model N dengan prinsip 

dan dasar  pemahaman mereka masing-masing, walaupun di Sistem 

Informasi Menikah (SIMKAH) Kementerian Agama RI tidak 

mengakomodir wali muhakkam. 
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3. Dalam pandangan hukum Islam yang bermuara dari madzhab Imam 

Syafi’I, bahwa wali nikah haruslah wali nasab, jika tidak ada maka 

wali hakim (penguasa/ulil amri) yang ditunjuk secara resmi. 

Pendelegasian wewenang sebagai wali (taukil) tidak boleh dilakukan 

secara sembarangan oleh individu. Dalam Kompilasi Hukum Islam 

(KHI) dan peraturan perundang-undangan telah mengatur dengan 

jelas wewenang Penghulu sebagai Wali Hakim. Oleh karena itu, 

penolakan Penghulu terhadap wali muhakkam 

merupakan implementasi dari tugasnya sebagai aparatur negara yang 

harus menegakkan hukum yang berlaku. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis di atas, dibutuhkan beberapa saran 

untuk memberikan perbaikan dalam tesis ini, diantaranya sebagai berikut : 

1.  Diharapkan untuk proses istbat dengan wali muhakkam ini tidak 

diberikan lagi oleh PA, karena instrumen yang ada di PA dan KUA   

masih menyalahi aturan yang berlaku, dan belum memenuhi 

standarisasi (Simkah) untuk pencatatannya. 

2.  Putusan  istbat nikah dengan wali muhakkam ini  agar tidak dicatatkan 

oleh kepala KUA/penghulu, cukup hasil keputusan itu saja untuk 

menyelesaikan seluruh administrasi kependudukan, kewarisan dan 

lain-lainnya. 
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3.   Sosialisasi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang kewenangan Penghulu sebagai 

Wali Hakim kepada masyarakat luas. 

Semoga dengan mengindahkan saran yang penulis cantumkan dalam 

penelitian ini, mampu menjadi solusi baik di masa yang akan datang, semoga. 
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